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Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten 
Banjarnegara merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah Banjarnegara guna 
melindungi fasilitas umum termasuk Alun-alun di dalamnya. Usaha yang 
dilakukan Pemerintah Banjarnegara bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, 
kebersihan dan keindahan lingkungan, serta menciptakan daerah yang aman 
bersih dan tertib tanpa harus mengorbankan kegiatan usaha para PKL. Karena 
PKL merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah guna mencegah 
berkembangbiaknya kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi PKL 
yang dilakukan Pemerintah Banjarnegara dilihat dari perspektif mas{laha{h 
mursalah. 
Jenis  penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reaserch) yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di 
lapangan, dengan tempat penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara dan Pusat Kuliner 
Banjarnegara. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara,  
dokumentasi dan internet searching, sehingga menghasilkan data yang 
dibutuhkan. Sedangkan untuk analisis data menggunakan tahapan reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi data. 
Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL 
yang dilakukan oleh Pemerintah Banjarnegara dilaksanakan melalui beberapa 
tahap yaitu pendataan, sosialisasi, penertiban, penataan dan pembinaan PKL. 
Selanjutnya untuk implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan 
Pemerintah Banjarnegara dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara terbukti memberi banyak manfaat kepada PKL, pemerintah maupun 
masyarakat Banjarnegara, serta menciptakan kota Banjarnegara sebagai kota yang 
tertib, bersih, nyaman dan indah, sehingga kebijakan relokasi tersebut memberi 
kemaslahatan sesuai dengan prinsip mas{laha{h mursalah.  
 
 







PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 
 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 
beberapa penyesuaian menjadi berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 (żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 za Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع
 gain G Ge غ





 Qaf Q Ki ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 mim M Em ـ
 Nun N En ف
 wawu W We ك
 Ha H Ha ق
 hamzah ' Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
 
2. Vokal 
1) Vokal tunggal (monoftong) 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍamah U U 
 
Contoh: َََكتَب -kataba   َيَْذَهب - yażhabu 
  su'ila –س ئِلََ   fa„ala- فََعلََ 
2) Vokal rangkap (diftong)  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 






 Fatḥah dan ya Ai a dan i يْْ
 Fatḥah dan وْْ
wawu 
Au a dan u 
 Contoh: ََْكْيف - kaifa   َْهَْول – haula 
 
 ََ 
 ََ  ُ 
 ََ  






Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 





fatḥah dan alif 
 
Ā 




Kasrah dan ya 
 
Ī 
i dan garis di 
atas 
 









 qīla - قِْيلَْ   qāla - قَالَْ
قولي   ramā -َرمى  – yaqūlu 
4. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 
1) Ta  marbūṭah hidup 
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 
contoh: 
 Rauḍah al-Aṭfāl ركضة األ طفاؿ









5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
 rabbanā -ربّناْ
ل  nazzala –نزَّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyyah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung atau hubung. 
Contoh: 
 al-rajulu - الرجل
 al-qalamu -   القلم
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 








Hamzah di awal اكل Akala 
Hamzah di tengah تأخذكف ta‟khuz|ūna 
Hamzah di akhir  ّوءالن  an-nau‟u 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; 
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 
penulisan kata ini dengan perkata. 
Contoh: 
 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  : كاف اهلل هلو خريالرازقني
اكفوا الكيل كامليزافف               : fa aufū al-kaila waal-mīzan 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi 
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. 
Contoh:   
 .Wa māMuḥammadun illā rasūl كماحمد اال رسو ؿ















“Yakinlah! Sesudah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Adanya pengaruh zaman membuat  setiap daerah semakin berkembang. 
Namun adanya perkembangan itu tidak jauh dari permasalahan yang semakin 
hari semakin kompleks. Seperti masalah kemiskinan, pengangguran dan 
keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal. Akibat pengaruh zaman 
tersebut kini mencari pekerjaan semakin sulit dan lapangan pekerjaanpun 
menjadi semakin sempit. Sempitnya peluang kerja, menimbulkan tingginya 
persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Akibatnya masyarakat yang 
tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut melakukan 
apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat  bertahan hidup. Salah satunya 
adalah dengan cara menggeluti sektor informal.
1
 
Salah satu potensi yang dapat mereka lakukan usaha di sektor informal 
menjadi pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan 
kerja di sektor formal, PKL menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan 
hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah 
dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya 
lokal dan skala usaha yang relatif kecil.  Pedagang kaki lima (PKL) adalah 
usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga 
sekaligus produsen. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di 
jalanan pada umumnya. Secara umum PKL dianggap sebagai orang yang 
                                                             
1
 Eka Evita, dkk., “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada 






menjual dagangannya secara berpindah-pindah dengan menggunakan gerobak. 




Potensi ini apabila dikelola dengan baik maka dapat memberikan 
kontribusi yang besar  bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
Berkembangnya usaha sektor informal ini justru menjadi penopang ekonomi. 
PKL merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun 
disisi lain PKL menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan suatu 
penanganan yang serius. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini 
terutama berkaitan dengan lokasi tempat PKL berjualan terkadang meresahkan 
masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya 
membanjiri bahu-bahu jalan. Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi PKL 
berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur.
3
  
Permasalahan  semakin hari semakin kompleks, seperti masalah 
kebersihan, keindahan dan ketertiban. Jumlah PKL yang terus bertambah 
secara pesat setiap tahunnya menimbulkan sejumlah persoalan. PKL memilih 
tempat-tempat strategis berupa ruang terbuka di sekitar pusat keramaian kota 
seperti alun-alun, pasar/pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, rumah sakit, 
taman kota, sekolah, terminal, objek wisata untuk berjualan. Jumlahnya kian 
hari kian bertambah banyak. Otomatis penyebarannya semakin meluas 
                                                             
2
 Suci Handayani, “Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang 
Kaki Lima Tanpa Kekerasan”, Jurnal Analisis Sosial, Vol. XIV, no 1, 2009, hlm. 35.  
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kemana-mana, hingga ke tempat-tempat yang sesungguhnya dilarang.
4
 Mereka 
hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah 
tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. PKL yang mampu menyerap tenaga 
kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup 
bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan PKL dianggap mengganggu 
keindahan dan ketertiban lingkungan kota.  
Salah satunya di Kabupaten Banjarnegara, masalah PKL di daerah ini 
semakin hari semakin menumpuk, PKL bertempat dibahu-bahu  jalan terutama 
di pusat kota yaitu Alun-alun Banjarnegara. Akibatnya Alun-alun sebagai 
ruang publik tidak digunakan sebagaimana mestinya, kesan kumuh dan 
semrawut terlihat di Alun-alun Banjarnegara. Saluran-saluran air di pinggir 
Alun-alun Banjarnegara terlihat kotor di penuhi dengan sampah, bau sampah 
menyengat ketika berada di Alun-alun Banjarnegara. Jalan di sekitar Alun-
alun Banjarnegara sering mengalami kemacetan dan kesemrawutan akibat 
PKL yang berada dipinggir jalan dan trotoar. Hal ini membuat Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.  
Dalam usaha menanggulangi permasalahan ini, maka Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara harus sebisa mungkin meningkatkan citra sebagai 
kota bersih, indah, tertib dan nyaman. Maka dituntut peran aktif pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan dan memenuhi kepentingan antara pemerintah 
daerah dengan pedagang. Maka dalam penanganannya, pemerintah daerah 
menggunakan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan 
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pedagang kaki lima (PKL), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 




Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menangani masalah 
PKL menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda tersebut kemudian 
menjadi pedoman pelaksanaan Pemerintah Banjarnegara dalam membuat 
kebijakan. Produk kebijakan tersebut dalam mengimplementasikan haruslah 
mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari 
prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. 
Salah satu bentuk perwujudan kebijakan tersebut adalah dengan diadakannya 
relokasi. Relokasi PKL itu berarti aktivitas/kegiatan yang memindahkan PKL 
dari tempat satu ke tempat lain. Relokasi PKL harus mempertimbangkan 
faktor lokasi, sesuai dengan kualifikasi lokasi yang disyaratkan. 
Kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara pelaksanaan 
kebijakannya dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang 
ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Banyak rangkaian kegiatan 
yang dilakukan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam proses penataan dan 
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pembinaan PKL. Sehingga apa yang menjadi tujuan dalam Perda ini yaitu 
memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, 
menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan 




Pada dasarnya kebijakan relokasi PKL merupakan serangkaian 
keputusan atau tindakan berpola dari pemerintah dalam upaya penempatan 
kembali sebuah aktivitas/kegiatan PKL dari satu tempat ke tempat lain yang 
dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Kebijakan 
relokasi PKL harus dibuat berdasarkan permasalah riil PKL sehingga 
kebijakan tersebut nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. 
Relokasi PKL bukan sekedar memindahkan lokasi berjualan dari tempat lama 
ke tempat baru, tapi juga memindahkan manusia/pedagang dengan 
keberagaman aspek yang ada. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan relokasi 




Karena keberhasilan kebijakan publik 20% berasal dari perumusan atau 
perencanaan yang sangat bagus, 60% berkontribusi dari implementasi yang 
genius, dan 20% dari seberapa besar berhasil dalam kontrol implementasi.
8
 
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai pengimplementasi utama 
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kebijakan diharapkan mampu melakukan ketiga hal tersebut dengan baik, 
walaupun dalam faktanya banyak hambatan untuk mencapai keberhasilan 
kebijakan publik tersebut dalam menerapkan kebijakan relokasi PKL di 
Kabupaten Banjarnegara. 
Relokasi PKL salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah guna 
menyelesaikan masalah yang semakin lama semakin kompleks. Kebijakan 
tersebut dilakukan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat 
Banjarnegara, artinya kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan bagi umat. 
Sesuatu yang identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran disebut 
mas{laha{h. Mas{laha{h diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau menghindarkan kemudaratan 
atau kerusakan. 
Terdapat macam-macam mas{laha{h, salah satunya jika dilihat dari segi 
keberadaan mas{laha{h, menurut syara‟ terbagi menjadi:9 
a. Mas{laha{h  mu‟tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara‟. 
Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis 
kemaslahatan tersebut.   
b. Mas{laha{h mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara‟, karena 
bertentangan dengan ketentuan syara‟.  
c. Mas{laha{h mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak 
didukung syara‟, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara‟ melalui dalil 
yang rinci. 
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Membahas tentang mas{laha{h mursalah adalah sebagai suatu 
kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara‟ yang menerangkan 
atau membatalkannya. Mas{lah{ah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh 
dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan 
hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
10
 
Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan 
hukum lebih luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam 
setiap kurun waktu, dan di setiap lingkungan. Sebagai parameternya adalah 
dengan melihat kemungkinan kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan 
timbul, lalu ditarik kesimpulan hukum.  
Dari penjelasan tersebut kegiatan relokasi PKL jika pelaksanaannya 
dilakukan sebaik mungkin maka akan mencapai kemaslahatan.  Seperti yang 
terdapat dalam  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 
Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang tujuannya 
memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, 
menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan 
menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib.
11
 Jadi dalam Perda tersebut 
bertujuan memberi kemaslahatan khususnya bagi para PKL, dan umumnya 
kepada masyarakat sekitar serta Kabupaten Banjarnegara sendiri. Dalam 
proses relokasi PKL di Banjarnegara implementasi kebijakan tersebut 
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merupakan proses dari tahapan kebijakan publik. Implementasi kebijakan 
publik tersebut bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, 
kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya 
maka tujuan kebijakan relokasi PKL yang ada di Banjarnegara tidak akan 
terwujud sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima. Oleh karena itu, agar tujuan dari suatu kebijakan dapat terwujud maka 
tahap implementasi dan tahap perumusan atau tahap pembuatan kebijakan  
harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Sehingga kebijakan 
tersebut mendatangkan manfaat kepada umat manusia dan menghindarkan 
kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia sesuai dengan prinsip 
mas{lah{ah mursalah. 
Dalam usaha mencapai kemaslahatan, Pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara melakukan kebijakan relokasi PKL. Relokasi tersebut 
dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019, PKL dipindahkan dari Alun-alun 
Kota Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara mensterilkan kawasan alun-alun kota dari aktivitas komersial. 
Alun-alun tidak boleh untuk berjualan. Pasca relokasi para PKL menuturkan 
di tempat baru masyarakat yang berkunjung lebih betah berlama-lama karena 
tempatnya lebih bersih dan nyaman berada di pusat kuliner Banjarnegara 
untuk sekedar nongkrong dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. 





pendapatannya menurun dibandingkan saat berjualan di Alun-alun 
Banjarnegara. Karena di Alun-alun banyak pengunjung yang tak sengaja lewat 
dan mampir sebentar untuk membeli makanan, namun jika di Pusat Kuliner 
Banjarnegara pengunjung harus sengaja menuju ke Pusat Kuliner 




Oleh karena itu berdasarkan latar belakang adanya kebijakan relokasi 
yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima tentunya memiliki efek  atau dampak bagi 
pedagang kaki lima itu sendiri dan juga bagi lingkungan, yang entah kebijakan 
relokasi PKL memberi maslahat atau bahkan mudarat.  Maka sangat menarik 
untuk peneliti meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang 
Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Mas{lah{ah Mursalah”.  
 
B. Definisi Operasional 
Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang 
berjudul Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di 
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Mas{lah{ah Mursalah maka penulis 
memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu 
sebagai berikut: 
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Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi 
merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas 
namun dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-
norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
13
 Implementasi merupakan 
suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dari kebijakan 
yang telah dirumuskan dan ditetapkan serta dilengkapi segala kebutuhan 
alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 
pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan 
berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.
14
 Implementasi 
yang dimaksudkan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan kebijakan 
relokasi tersebut dilakukan, dari tahap perencanaan sampai dengan 
prosedur pelaksanaan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara.  
2. Kebijakan 
Kebijakan adalah adanya beberapa keputusan yang diambil oleh 
kelompok politik atau seseorang pelaku dalam usaha cara-cara yang 
bertujuan untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan itu.
15
 Pada hakikatnya  
kebijakan  publik  dibuat  oleh  pemerintah  berupa tindakan-tindakan  
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pemerintah yang mempunyai  tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan 
untuk kepentingan masyarakat.
16
 Kebijakan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara, 
yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat terutama para PKL itu 
sendiri.  
3. Relokasi  
Relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau 
pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
17
 Relokasi merupakan 
suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan dari satu 
tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan 
dan tujuan tertentu. Relokasi salah satu wujud dari kebijakan pemerintah 
guna menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang 
terberdaya. Dalam penelitian ini objek yang direlokasi adalah pedagang 
kaki lima (PKL), dengan alasan karena untuk menghindari akibat-akibat 
PKL berada di tempat umum yaitu Alun-alun Banjarnegara.  
4. Pedagang Kaki Lima (PKL) 
Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan 
(perdagangan) sebagai pekerjaanya sehari-hari.
18
 Sedangkan, Pedagang 
kaki lima (PKL), adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan 
dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, 
menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 
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bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau 
tidak menetap.
19
 Pengertian lain pedagang Kaki Lima (PKL) menurut 
Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 adalah orang yang 
menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu 
tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang 
mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati 
lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan 
bagi tempat usaha secara tetap.
20
 Karena menggunakan fasilitas umum, 
maka PKL tersebut memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan 
sekitar sehingga harus dilakukan kebijakan, guna menghilangkan dampak 
negatif yang ditimbulkan namun tetap memberi nilai tinggi bagi 
perkembangan ekonomi daerah. 
5. Mas{lah{ah Mursalah  
Mas{lah{ah mursalah adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara 
hukum tidak ada dalil syara‟ yang menerangkan atau membatalkannya. 
Mas{lah{ah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yamg 
mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Bahwa pembentukan 
hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
21
 
Mas{lah{ah mursalah pada dasarnya menetapkan hukum dalam hal-hal yang 
sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Sunah, dengan 
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pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang 
bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. 
Kebijakan sendiri memiliki fungsi untuk kemaslahatan umat, seperti 
kebijakan yang dilakukan Pemerintah Banjarnengara yaitu pelaksanaan 
kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-alun Banjarnegara 
sebagai fasilitas umum ke Pusat Kuliner Banjarnegara yang memang 
diperuntukkan untuk para pedagang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik 
suatu rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan relokasi PKL di Kabupaten 
Banjarnegara terkait Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 
2015? 
2. Bagaimana perspektif mas{lah{ah mursalah terkait kebijakan relokasi PKL 
di Kabupaten Banjarnegara? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan 
penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain: 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi PKL di Kabupaten 





2. Untuk mengetahui perspektif mas{lah{ah mursalah terkait kebijakan 
relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang implementasi 
kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Banjarnegara 
perspektif maslahah mursalah. 
b. Menjadi sarana penyaluran ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti 
selama kuliah.  
2. Manfaat Praktis  
a. Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran PKL 
maupun masyarakat Banjarnegara akan pentingnya kebijakan relokasi 
PKL ke Pusat Kuliner Banjarnegara. 
b. Hasil dari penelitian ini, dapat menjadi saran/masukan kepada 
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengevaluasi penerapan 
kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara, agar kebijakan tersebut dapat memberi hasil yang 
optimal dan benar-benar bermanfaat bagi PKL yang di relokasi, 






F. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dan 
berbagai sumber atau rujukan yang ada relevansinya dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian 
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.  
Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis adalah 
sebagai berikut:  
1. Novan Andrianto “Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang 
Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota 
Surakarta”. Persamaanya terletak pada objek penelitiannya yaitu 
bagaimana implementasi tersebut terlaksana serta latar belakang 
dilaksanakan kebijakan relokasi PKL. Dalam skripsi tersebut membahas 
tentang kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Surakarta, 
implementasi kebijakan PKL yang meliputi penataan, pembinaan dan 
penertiban PKL, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan relokasi 
PKL, evaluasi implementasi kebijakan relokasi PKL belakang  kampus 
UNS serta dampak jangka pendeknya. Sedangkan skripsi penulis lebih 
menekankan apakah impementasi kebijakan tersebut memang memberi 
maslahat bagi masyarakat terutama PKL atau bahkan sebaliknya memberi 
kemudharatan. Karena skripsi yang peneliti bahas meneliti implementasi 
tersebut berlandaskan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan 









2. Ratna Sari Dewi “Implementasi Perda Loteng No 6 Tahun 2012 Terhadap 
Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di 
Kota Praya Ditinjau dari Konsep Mas{lah{ah”. Dalam skripsi tersebut 
membahas tentang realita teori dan praktik seringkali berbanding terbalik 
ketika berbicara dalam fakta kehidupan masyarakat, karena para PKL yang 
masih menggunakan ruang publik untuk berdagang yang notabenenya 
dapat melanggar dari apa yang terdapat dalam Peraturan Daerah Loteng 
No 6 Tahun 2012. Skripsi tersebut menganalisis Peraturan Daerah Loteng 
No 6 Tahun 2012, karena ruang publik masih digunakan sebagai lapak 
PKL sehingga tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Persamaannya 
terletak pada subyek penelitiannya yaitu pedagang kaki lima, walau sama-
sama membahas tentang kemaslahatan namun pada skripsi tersebut 
membahas tentang kemaslahatan PKL yang masih menggunakan ruang 
publik sehingga  tidak sesuai dengan Perda yang belaku, sedangkan yang 
penulis bahas maslahat ditinjau dari segi terlaksananya relokasi PKL ini ke 
tempat baru yang sudah disediakan pemerintah dari Alun-alun 
Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara.
23
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3. Desy Nurul Faiqoh “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima Perspektif Mas{lah{ah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan 
Borobudur, Kabupaten Magelang)”. Dalam skripsi tersebut membahas 
tentang Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang pada kenyataan belum sesuai 
dan belum terlaksana, walaupun Bupati berwenang memindahkan maupun 
menutup lokasi PKL. Memang baik manfaatnya melakukan relokasi PKL 
untuk memberi perlindungan kepada PKL dari penggusuran, namun 
sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan di Kecamatan Borobudur 
karena belum ada lahan yang dianggap strategis, namun jika para PKL 
digusur akan meningkatkan indeks pengangguran. Artinya Perda tersebut 
memberikan maslahat yaitu memberi perlidungan, tetapi di lapangan 
masih jauh dari kata maslahat. Persamaannya dengan skripsi peneliti 
adalah sama-sama membahas mengenai tujuan Perda yang sama-sama 
memberi kemaslahatan jika dilakukan pemindahan relokasi PKL, 
sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang Implementasi 
Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara yang kebijakan 
relokasi tersebut sudah dilaksanakan dari Alun-alun Banjarnegara ke 
Gedung Kuliner Banjarnegara, sedangkan skripsi tersebut membahas 









4. Sendy Noviko “Kebijakan Relokasi PKL (Studi Tentang Proses Kebijakan 
Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan Mt. Haryono Ke Pusat Kuliner 
Kabupaten Banjarnegara).  Dalam jurnal tersebut  membahas tentang latar 
belakang munculnya kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T 
Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara, partisipasi PKL 
kelompok sasaran terhadap proses kebijakan relokasi, dan keterkaitan 
situasi politik yang melatar belakangi proses kebijakan relokasi PKL 
terhadap penolakan PKL kelompok sasaran.
25
 Keterkaitan antara jurnal 
dan skripsi yang peneliti bahas sama-sama berada diwilayah Banjarnegara. 
Perbedaanya penelitian dalam jurnal itu dilakukan jauh sebelum relokasi 
PKL tersebut terlaksana sekitar tahun 2016, sedangkan relokasi tersebut 
terlaksana pada tahun 2019. Skripsi yang ditulis peneliti membahas setelah 
dilakukan relokasi tersebut, menganalisis implementasi kebijakan relokasi 
tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku yaitu Perda 
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima yang tujuannya yaitu memberi perlindungan hukum 
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kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban umum, 
kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang aman 
bersih dan tertib dapat diwujudkan dengan baik. Dari tujuan tersebut 
banyak memberi manfaat, sehingga jika terlaksana dengan baik akan 
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar terutama para 
Pedagang Kaki Lima (PKL).  
 
G. Sistematika Pembahasan 
Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan 
dikelompokan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun pemaparan dari kelima bab 
tersebut adalah sebagai berikut:  
BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II Tinjauan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori yang 
meliputi konsep implementasi kebijakan publik,  konsep pedagang kaki lima, 
konsep mas{lah{ah mursalah serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan 
yang diteliti. 
BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas jenis dan sifat 
penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, 
metode pengumpulan data dan teknik analisis data.  
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, tentang Implementasi 





Perspektif Mas{lah{ah Mursalah, dalam bab ini berisi tentang gambaran lokasi 
penelitian, analisis implementasi  kebijakan relokasi pedagang kaki lima, serta 
manfaat dari penerapan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten 
Banjarnegara menurut perspektif mas{lah{ah mursalah.  
Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan 
merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 
Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 

















A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 
Thomas R. Dye mendefinisikan  bahwa kebijakan  publik  adalah  
segala  sesuatu  yang  dikerjakan  atau  tidak dikerjakan oleh pemerintah, 
suatu kebijakan harus dilakukan dan bermanfaat  bagi  kehidupan  
bersama,  hal tersebut menjadi  pertimbangan agar  kebijakan yang 
dilakukan mengandung manfaat  yang besar  bagi  warganya  dan  tidak 
menimbulkan  kerugian, oleh sebab itu pemerintah harus bijaksana dalam 
menetapkan suatu kebijakan.
1
 Kebijakan  publik pada  umumnya dipahami  
sebagai  salah  satu upaya  atau  tindakan  pemerintah  yang  dibuat  dalam  
rangka melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahannya,  dalam  wujud 
pengaturan  ataupun  keputusan. Pada  praktiknya,  kebijakan  publik 
merupakan  hasil  dari  proses  politik  yang  dijalankan  dalam  suatu 
sistem pemerintahan, yang di dalammya terkandung langkah-langkah atau 




Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, 
dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak 
yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada 
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tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan 
kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.
3
 Kebijakan 
publik mempunyai dampak yang menjangkau atau dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat. Karena pada dasarnya kebijakan  publik ditujukan 
untuk kepentingan masyarakat.
4
 Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok 
yaitu, pertama dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau 
berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian yang 
kedua memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat 
luas (publik).
5
 Kemudian pada dasarnya kebijakan publik terbagi dalam 
tiga prinsip, yaitu cara merumuskan  kebijakan  publik, cara kebijakan  
publik  diimplementasikan dan cara kebijakan publik dievaluasi.
6
 
Sedangkan, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 
dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 
Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 
Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya 
suatu aktivitas namun dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 
acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
7
 
Implementasi merupakan usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari 
kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dan dilengkapi segala 
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kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana 
tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai 
dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Dalam 
setiap perumusan suatu kebijakan selalu diiringi dengan suatu tindakan 
pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu 
kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.
8
 
Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan 
kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan 
sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik 
yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana untuk 
mencapai tujuan kebijakan.
9
 Implementasi kebijakan publik pada 
prinsipnya merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 
dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.
10
 Suatu 
kebijakan publik pasti mempunyai tujuan, tujuan tersebut hanya akan 
dapat dicapai manakala implementasi kebijakan publik dapat 
dilangsungkan. Implementasi dipandang dari proses interaksi antara suatu 
perangkat tujuan dengan tindakan yang mampu untuk membentuk 
hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan 
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dengan tujuan. Implementasi ini sebagai proses memindahkan suatu 
keputusan ke dalam kegiatan atau operasional dengan cara tertentu.
11
 
Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi 
kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari 
perumusan kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat 
teoritis. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan 
administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. 
Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi 
kebijakan.
12
 Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi 
dalam proses kebijakan publik, yang sangat menentukan apakah sebuah 
kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh 
publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan 
perencanaan atau perumusan kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, 
tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan standar 




Dalam dimensi implementasi kebijakan publik, diperlukan 
pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang dalam 
perkembangan keilmuannya paling tidak bermuara dalam dua perspektif 
utama yaitu perspektif politik dan perspektif administrasi publik. Pertama, 
perspektif politik, bahwa kebijakan publik dalam dimensi perumusan, 
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implementasi dan evaluasi kebijakan pada rangkaian prosesnya, dipastikan 
berada pada tataran perbedaan dan perdebatan serta konflik kepentingan 
antara pemerintah didalamnya juga legislatif, swasta dan masyarakat, yang 
berakibat pada tertundanya pembahasan dan penetapan sebuah kebijakan 
publik.  Kedua, dalam perspektif administratif publik, bahwa kebijakan 
publik dipastikan bersentuhan dengan standar operasional prosedur (SOP), 
yaitu pedoman tata aliran dan sistem kerja setiap produk kebijakan yang 
akan diimplementasikan termasuk berbicara tentang kapasitas pemimpin 
dan pelaksana kebijakan publik, sehingga visi, dan misi yang telah 
ditetapkan dapat diwujudkan dalam tindakan yang realistis, terarah dan 
konkrit serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. 
Dalam penegasan lain bahwa implementasi kebijakan merupakan 
sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 
macan kertas apabila tidak berhasil dilaksanakan. Kemudian, berbeda 
dengan perumusan kebijakan publik yang mensyaratkan rasionalitas dalam 
membuat suatu keputusan, keberhasilan implementasi kebijakan publik 
kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan 
pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang 
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2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan 
Publik 
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan 
publik, yaitu sebagai berikut: 
a. Komunikasi  
Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian 
pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan 
(pelaksana kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. 
Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan agar tidak terjadi 
kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada 
akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut. Agar 
pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil 
keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para pelaksana 
(implementor). Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat dan 
konsisten. Komunikasi yang efektif ini bertujuan agar tidak ada 
kesalahpahaman yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Proses 
komunikasi meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi 
berkaitan dengan penyampaian informasi menyangkut pemahaman 
para pelaksana akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan 
aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi 
kesalahfahaman tentang keputusan yang dikeluarkan. Kejelasan 
berkaitan dengan kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan 









b. Sumber-sumber daya  
Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya 
pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber 
daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), 
informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kualitas sumber 
daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan 
kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik 
maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, 
keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan.  
Wewenang berkaitan dengan besaran jangkauan tugas yang 
dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun para 
pelaksana. Oleh karena itu wewenang ini akan berbeda-beda dari satu 
program ke program lainnya. Seseorang dapat saja memiliki 
wewenang yang luas tetapi tidak cukup efektif dalam 
mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga perlu kerjasama 
antara para pejabat maupun pelaksana di lapangan. Wewenang hadir 
dapat dilihat dari penyediaan fasilitas, memberi bantuan, sampai 
memaksakan perilaku. Fasilitas-fasilitas dimaksudkan disini 
menyangkut ketersediaan sarana fisik yang mendukung terlaksananya 
suatu kebijakan. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan adalah 
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kecukupan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana 
kebijakan. Di antara sumber-sumber daya yang dimiliki oleh 
organisasi pelaksana, sumber daya manusia merupakan sumber daya 




c. Disposisi (Sikap)  
Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting 
terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan 
positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu 
berhasil, demikian pula sebaliknya. Disposisi juga menyangkut 
persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana 
(implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga 
kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau 
bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka 
segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan 
tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para pelaksana 




d. Struktur birokrasi  
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi 
kebijakan adalah struktur birokrasi. Terdapat dua hal penting dalam 
struktur organisasi yaitu, yang pertama prosedur-prosedur dan ukuran 
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dasar kerja atau standar operasional prosedur (SOP) yang berasal dari 
dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan. Kedua, dari struktur birokrasi yang 
berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang 
berasal dari luar (eksternal) organisasi. Tanggungjawab atas suatu 
bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi 
melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan 





B. Konsep Pedagang Kaki Lima 
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima 
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang menjalankan 
kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan 
mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan 
dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau 
tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara 
tetap.
19
 Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang dengan modal yang 
relatif sedikit, berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang 
(jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, 
usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis 
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dalam suasana lingkungan yang informal.
20
 Pedagang Kaki Lima (PKL) 
dikategorikan dalam kegiatan ekonomi informal dan termasuk dalam 
kegiatan berdagang atau berwirausaha. 
2. Faktor Muncul dan Berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) 
Terdapat beberapa faktor muncul dan berkembangnya PKL yaitu:
21
 
a. Sempitnya lapangan pekerjaan, membuat banyak orang yang 
menganggur, karena tidak adanya lowongan pekerjaan. Kemudian 
mereka memilih menjadi PKL karena selain modalnya yang relatif 
kecil juga tidak memerlukan persyaratan sebagaimana orang-orang 
yang bekerja di instansi pemerintahan atau perusahaaan tertentu.  
b. Kesulitan ekonomi telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi 
formal yang menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan 
hidup.  
c. Peluang yang begitu besar memicu banyaknya kemunculan PKL. 
Bisnis ini tidak memerlukan modal besar. Tidak perlu menyewa 
tempat mahal, bisa dikerjakan sendiri. Keuntungan yang bisa diraup 
pun menggiurkan. Disisi lain, perilaku masyarakat yang konsumtif 
juga menjadi peluang untuk menyediakan aneka kebutuhan mereka. 
d. Pendapatan penduduk di Indonesia tidak sepenuhnya tergolong 
kelompok pendapatan tinggi, melainkan sebagian tergolong kelompok 
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pendapatan rendah dan menengah. Dengan demikian dapat dikatakan 
daya beli sebagian besar penduduk masih termasuk rendah, sehingga 
permintan terhadap jasa-jasa yang relatif murah harganya meningkat. 
3. Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
Adanya PKL menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. 
Adapun dampak tersebut adalah:  
a. Dampak Negatif  
1) Kebersihan 
Keberadaan PKL sering menimbulkan masalah-masalah yang 
berkaitan dengan lingkungan. Salah satu dampak lingkungan yang 
sering ditimbulkan adalah masalah kebersihan. Dalam menjalankan 
aktivitasnya PKL tidak menghiraukan kebersihan lingkungan. Hal 
ini diakibatkan kurangnya kesadaran serta pemahaman mereka atas 
pentingnya kebersihan baik bagi dirinya maupun masyarakat di 
sekitarnya. Kurangnya memperhatikan kebersihan lingkungan dan 
kesehatan, menyebabkan muncul dan meningkatnya limbah 
sampah, PKL yang menjual makanan atau minuman pada 
umumnya akan membuang limbahnya di sekitar tempat jualan 
mereka, sebagai contoh PKL yang membuka lapak di Alun-alun 
akan mengganggu eksistensi lingkungan Alun-alun tersebut.  
2) Ketertiban  
Ketertiban di sini menyangkut masalah penataan dan penempatan 





gerobag, meja dan kursi serta alat-alat lainnya. Pada umumnya 
PKL kurang dapat memperhatikan ketertiban lingkungan usaha 
dimana dalam menata peralatannya dan menempatkan barang 
dagangannya dilakukan secara seenaknya dan bahkan tidak jarang 
mereka merusak fasilitas umum untuk menunjang aktivitas mereka. 
PKL merupakan gejala sosial yang memiliki dampak sosial 
kontradiktif. Kegiatan yang dilakukan PKL seringkali membuat 
fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan 
atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk 
pejalan kaki. Dalam melakukan aktivitasnya, PKL memilih ruang 
yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang 
terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi 
masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini 
ditunjukkan dengan banyaknnya PKL yang memanfaatkan ruang 
terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini 
tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik.  
3) Keamanan  
Daerah atau tempat yang digunakan untuk usaha oleh para PKL 
pada umunya adalah tempat-tempat yang ramai dan banyak 
dikunjungi oleh orang, maka dengan situasi yang demikian dapat 
mengganggu keamanan dari masyarakat sekitarnya, karena hal-hal 
yang demikian dapat mengundang berbagai tindakan kriminal, 





4) Kemacetan Arus Lalu Lintas  
Kemacetan arus lalu lintas pejalan kaki dan arus lalu lintas 
kendaraan disebabkan karena para PKL yang mencari tempat-
tempat keramaian dalam usahanya untuk menjual barang 
dagangannya, sehingga kurang memperhatikan kepentingan-
kepentingan lainnya. Misalnya berjualan di trotoar jalan yang 
sebenarnya diperuntukan bagi pejalan kaki di dan menyebabkan 
trotoar menjadi sempit, kemudian karena PKL berjualan dipinggir 
jalan membuat arus lalu lintas di sekitar tempat berdagang menjadi 
macet dan terkesan semrawut.
22
 
b. Dampak Positif  
1) Membuka lapangan pekerjaan  
Kegiatan usaha perdagangan khususnya yang dilakukan oleh para 
PKL sangat membantu pemerintah dalam hal penyediaan lapangan 
pekerjaan, khususnya di sektor informal. Hal ini sangat 
menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan khususnya dalam 
mengurangi tingkat pengangguran. Dalam prakteknya PKL 
merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi di suatu 
daerah. Walaupun unit usahanya kecil, namun apabila PKL 
dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan 
ekonomi daerah. PKL menjadi salah satu sektor peyangga yang 
mencegah berkembangbiaknya kemiskinan. Keberadaan PKL 
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memberikan nilai positif berupa memberikan kesempatan kerja 
yang umumnya sulit didapat pada negara-negara yang sedang 
berkembang 
2) Memenuhi akan kebutuhan masyarakat  
Keh adiran para PKL sangat banyak membantu dalam pemenuhan 
kebutuhan masyarakat, baik dari masyarakat golongan ekonomi 
kecil hingga golongan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan 
harga jual produk PKL lebih murah daripada di toko-toko atau 
tempat makan pada umunya. Harga yang bersaing mengingat 
mereka tida k dibebani pajak, dan ada sebagian masyarakat kita 
lebih senang berbelanja di PKL mengingat faktor kemudahan dan 
barang yang relatif lebih murah.
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4. Peraturan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012, 
Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima, beberapa materi muatan tentang penataan PKL adalah sebagai 
berikut: 
1) Bab II tentang penataan PKL, pasal 3 
a) Koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui: 
(1) Pendataan dan pendaftaran PKL. 
(2) Penetapan lokasi PKL. 
(3) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL. 
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(4) Peremajaan lokasi PKL. 
(5) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. 
b) Pendataan dan pendaftaran PKL meliputi:  
(1) Lokasi. 
(2) Jenis tempat usaha. 
(3) Bidang usaha. 
(4) Modal usaha. 
(5) Volume penjualan.  
c) Penetapan lokasi PKL merupakan lokasi binaan yang terdiri 
atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan 
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.  
d) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL dilaksanakan pada 
lokasi PKL yang bukan peruntukannya.  
e) Peremajaan lokasi PKL merupakan upaya perbaikan kualitas 
lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.  
f) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana 
merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
penataan ruang.  
2) Pasal 4 





b) Dalam penetapan Pedoman Penataan PKL Menteri Dalam 
Negeri berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga 
pemerintah nonkementerian terkait.  
3) Pasal 5  
a) Gubernur melakukan penataan PKL Provinsi di wilayahnya 
dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL dalam pasal 
4. 
b) Penataan PKL meliputi: 
(1) Fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota. 
(2) Fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota. 
(3) Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam 
dokumen rencana pembangunan daerah. 
(4) Penetapan kriteria lokasi kegiatan PKL dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan penetapan lokasi 
PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. 
4) Pasal 6  
a) Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota 
di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan 
PKL dalam pasal 4 dan penataan PKL Provinsi dalam pasal 5.  
b) Penataan PKL meliputi: 
(1) Penetapan kebijakan penataan PKL. 
(2) Penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di 





(3) Penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah. 
(4) Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. 
(5) Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam 
dokumen perencanaan pembangunan daerah. 
b. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2012, Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima, beberapa materi muatan tentang penataan PKL adalah 
sebagai berikut: 
1) Bab I tentang ketentuan umum, pasal 2 
a) Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan 
pemberdayaan PKL. 
b) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan 
pemberdayaan PKL. 
2) Pasal 3 
a) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan, meliputi: 
(1) Pendataan. 
(2) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor 
informal. 
(3) Fasilitasi akses permodalan. 
(4) Penguatan kelembagaan. 
(5) Pembinaan dan bimbingan teknis. 
(6) Fasilitasi kerjasama antar daerah. 





b) Program penataan dan pemberdayaan PKL disusun dalam 
RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan 
daerah. 
3) Bab III tentang penataan PKL, pasal 6 
a) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat 
kegiatan PKL. 
b) Penataan lokasi tempat kegiatan  dilakukan di kawasan 
perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang penataan ruang. 
4) Pasal 7 
a) Gubernur melakukan penataan PKL melalui:  
(1) Fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di 
wilayahnya. 
(2) Fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di 
wilayahnya. 
(3) Pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya. 
5) Pasal 8 
a) Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara: 
(1) Pendataan PKL . 
(2) Pendaftaran PKL 
(3) Penetapan lokasi PKL 





(5) Peremajaan lokasi PKL. 
6) Penetapan Lokasi PKL, pasal 33 
a) Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai 
peruntukannya sebagai lokasi  tempat kegiatan usaha PKL. 
b) Penetapan lokasi atau kawasan dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, 
ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan 
lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
c) Lokasi yang dimaksud merupakan lokasi binaan yang ditetapkan 
oleh Bupati/Walikota. 
d) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan 
nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan 
jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
7) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, pasal 36 
a) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat 
dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang 
sesuai peruntukannya. 
b) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah 
dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi 
peruntukannya.  






c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima, beberapa materi muatan tentang penataan PKL adalah 
sebagai berikut: 
1) Bab II, ruang lingkup peraturan daerah ini, pasal 2 
Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah dalam rangka penataan 
dan pembinaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar 
lingkungan pasar dan terminal.  
2) Maksud peraturan daerah ini, pasal 3 
Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk menata dan 
membina pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan. 
3) Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini, pasal 4 
a) Memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, 
penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan 
keindahan lingkungan. 
b) Menciptakan daerah yang aman, bersih dan tertib.  
4) Ketentuan lokasi, pasal 10 
Ketentuan mengenai lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 
5) PKL mempunyai hak sebagai berikut, pasal 15 





b) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan. 
c) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan 
terkait dengan lokasi kegiatan usaha di lokasi yang 
bersangkutan. 
d) Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise dan 
pendampingan dalam pengembangan usahanya. 
e) Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman 
permodalan.  
6) PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut, pasal 16 
a) Mematuhi ketentuan perundang-undangan. 
b) Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh 
Bupati. 
c) Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan 
kesehatan lingkungan tempat usaha. 
d) Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta 
peralatan dagangan dengan tertib dan teratur. 
e) Tidak mengganggu lalu lintas dan kepantingan umum 
f) Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah 
mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta 
ganti rugi. 
g) Menempati tempat dan lokasi usaha yang telah ditentukan oleh 






7) Dalam melakukan usahanya, PKL dilarang, pasal 17 
a) Melakukan kegiatan usaha di luar zona dan waktu yang 
ditentukan. 
b) Mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi 
PKL. 
c) Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal. 
d) Menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin. 
e) Meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan 
lainnya di lokasi PKL diluar waktu kegiatan usaha yang telah 
ditentukan. 
f) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan 
kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan 
kenyamanan serta pencemaran lingkungan. 
g) Melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah 
bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di 
sekitarnya. 
h) Melakukan kegiatan usaha diatas trotoar.  
i) Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjual 
belikan. 
j) Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan 
TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati. 
k) Memperjualbelikan dan menyewakan tempat usaha PKL 





8) Pembinaan, pasal 18 
a) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL, Bupati wajib 
melakukan pembinaan.  
b) Pembinaan PKL dapat berupa: 
(1) Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha. 
(2) Fasilitasi pengembangan usaha melalui kemitraan dengan 
pelaku ekonomi yang lain. 
(3) Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan 
permodalan. 
(4) Peningkatan kualitas sarana/perlengkapan PKL. 
(5) Bimbingan peningkatan kualitas barang yang 
diperdagangkan.  
c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan PKL ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 
9) Pasal 19 
Pembinaan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan 
memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait, aspirasi 
masyarakat sekitar lokasi usaha PKL dan aspirasi dari pihak lain. 
10) Pengawasan dan penertiban, pasal 20 
a) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan 
pengawasan dan penertiban atas barang-barang dagangan PKL.  
b) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan 





pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
c) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat prosedur 
tetap (protap) yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL 
dan wajib disosialisasikan kepada PKL atau kepada pengurus 
organisasi PKL dan lembaga/dinas terkait.  
d) Ketentuan pengawasan dan penertiban diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 
 
C. Konsep Mas{lah{ah Mursalah  
1. Pengertian Mas{laha{h 
Secara etimologi, mas{laha{h sama dengan manfaat, baik dari segi 
lafal maupun makna. Mas{laha{h juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan 
yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat 
beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh 
definisi tersebut mengandung esensi yang sama.
24
 
Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi mas{laha{h 
ialah memelihara hukum syara‟ terhadap berbagai kebaikan yang telah 
digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan 
dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Al-Ghazali, mendefinisikan 
mas{laha{h pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat 
atau menolak kemudaratan. Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa mas{laha{h 
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ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan 
yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara‟.
25
 Taufiq 
Yusuf al-Wa‟i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap 
sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara 
mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara 
menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat 
dikategorikan sebagai mas{laha{h.  Husain Hamid Hassan, dalam bukunya 
al-mas{laha{h, berpendapat bahwa mas{laha{h, dilihat dari sisi lafaz maupun 
makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di 
dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisuni 
dalam bukunya Na>zariyah al-Maqa>si{d ‘i>nda> al-Imam asy-Syatibi mencoba 
memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna 
mas{laha{h itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari 
kemudaratan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah 
ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Menurut 
ar-Razi, dalam bukunya Muhta>r as-Si>hha{h, menjelaskan bahwa makna al-
sa>lah{ adalah lawan dari al-fasa>d. Berangkat dari makna ini, ar-Razi 
berkesimpulan bahwa mencari mas{laha{h adalah suatu tindakan yang 
kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan. Al-Buti, dalam 
bukunya, Dawa>bit al-Mas{laha{h fiasy-Syari>’ah al-Isla>miyyah mengartikan 
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mas{laha{h sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau 
suatu tindakan yang dapat memberikan manfaat kesenangan.
26
 
Melalui penelusuran makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh 
ini, dapat disimpulkan bahwa makna mas{laha{h itu identik dengan manfaat, 
kebaikan dan kebenaran. Kalau dikaitkan dengan tujuan hukum islam, 
maka manfaat, kebaikan dan kebenaran di sini adalah untuk manusia, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, baik di dunia maupun di akhirat. 
Sedangkan dalam arti umum, mas{laha{h diartikan sebagai segala sesuatu 
yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 
menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau 
dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau 
kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat 
meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu 
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan.  
Konsep mas{laha{h merupakan wahana bagi perubahan hukum. 
Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk 
menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang 
didasarkan kepada nas syara„ (al-Quran dan Hadis), yang notabene 
mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan 
kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan 
demikian, konsep mas{laha{h memberi legitimasi bagi aturan hukum baru 
dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang 
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tidak ditegaskan oleh nas syara‟. Seberapa besar perubahan hukum dapat 
dicapai melalui aplikasi konsep mas{laha{h tergantung pada pola penalaran 
hukum berbobot mas{laha{h yang diterapkan para ulama fikih.27 
2. Macam-macam Mas{laha{h 
Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian 
mas{laha{h, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan 




a. Mas{laha{h dharu>riyah (kebutuhan tingkat primer), yaitu kemaslahatan 
yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia 
dan di akhirat dan menjadi prioritas utama. Kemaslahatan ini ada lima 
yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal tersebut 
mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh 
manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan 
kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan 
perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari 
lima unsur itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau 
mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus 
dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau 
mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan 
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karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan 
bagi manusia. 
b. Mas{laha{h ha{>ji>yah (kebutuhan tingkat sekunder), yaitu kemaslahatan 
yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang 
berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 
kebutuhan mendasar manusia. Sesuatu yang dibutuhkan bagi 
kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharu>riyah. 
Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 
tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun 
demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan 
serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan. 
c. Mas{laha{h tah{sini>yyah (kebutuhan tingkat tersier) yaitu kemaslahatan 
yang sifanya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi 
kemaslahatan sebelumnya. Sesuatu yang sebaiknya ada untuk 
memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut 
kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan 
kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari 
dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap, yang 
dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. 
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a. Mas{laha{h ‘a>mmah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut 
kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas 
umat.  
b. Mas{laha{h kha{shsha{h, yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang 
sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 
hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). 
Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas{laha{h, 
maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
30
 
a. Mas{laha{h tsu|>bitsh, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak 
berubah sampai akhir zaman.  
b. Mas{laha{h mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berbubah-ubah 
sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. 
Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat 
kebiasaan. 




a. Mas{laha{h mu‟tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara‟. 
Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis 
kemaslahatan tersebut.  
b. Mas{laha{h mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara‟, 
karena bertentangan dengan ketentuan syara‟.  
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c. Mas{laha{h mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak 
didukung syara‟, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara‟ melalui dalil 
yang rinci. 
Para ulama ushu{l fiqh sepakat mengatakan bahwa mas{laha{h, 
mu‟tabarah dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam. 
Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiya>s. Mereka juga 
sepakat bahwa mas{laha{h mulghah tidak dapat dijadikan hujah dalam 
menetapkan hukum Islam, karena bertentangan dengan syara‟. Adapun 
terhadap kehujahan mas{laha{h mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama 
menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara‟, 




3. Definisi Mas{laha{h Mursalah 
Mas{laha{h mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu 
mas{laha{h dan mursalah. Kata mas{laha{h menurut bahasa berarti manfaat, 
dan kata mursalah berarti lepas.
33
 Mas{laha{h mursalah adalah 
kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak 
pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci. Ulama ushu{{{l fiqh 
mendefinisikan mas{laha{h mursalah dalam rumusan yang sama tapi dalam 
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Abdul Wahhab Khallaf misalnya, mengatakan bahwa mas{laha{h 
mursalah adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada 
dalil syara‟ yang menerangkan atau membatalkannya. Mas{lah{ah ini 
disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau 
dalil yang membatalkannya. Bahwa pembentukan hukum dimaksudkan 
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun sebuah kemaslahatan 
ini muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru 
yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syara‟ belum 
mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil syara‟ yang mengakui atau 
membatalkannya, maka ini disebut dengan munasib mursa>l, dengan kata 
lain disebut mas{laha{h mursalah.35 Mas{laha{h mursalah menurut Imam 
Malik adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya oleh nas, akan 
tetapi mas{laha{h mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai 
sumber pokok.
36
 Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan mas{laha{h 
mursalah adalah maslahat yang selaras dengan syara‟ (pembuat hukum) 
dan tidak ada petunjuk khusus yang membuktikan tentang pengakuan atau 
penolakannya. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan mas{laha{h 
mursalah adalah mas{laha{h yang selaras dengan tujuan syariat islam dan 
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tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau 
penolakannya. Sedangkan Asy-Syathibi mengatakan bahwa mas{laha{h 
mursalah adalah maslahat itu (mas{laha{h yang tidak ditunjuk oleh dalil 
khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan 
syara‟. Artinya, pada maslahat tadi ada jenis yang diakui oleh syara‟ secara 
umum tanpa adanya dalil tertentu. Itulah yang disebut dengan al-istidla>l 
al-mursal yang dinamakan juga mas{laha{h mursalah. Husein Hamid Hasan 
mendefinisikan mas{laha{h mursalah adalah mas{laha{h yang tercakup dalam 
dalil syara‟  yang diambil/dipahami lewat penelitian dari berbagai nas 
syara‟. Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan mas{laha{h mursalah ialah 




Dari berbagai uraian yang disampaikan ulama ahli fikih diatas dapat 
disimpulkan bahwa mas{laha{h mursalah adalah suatu kemaslahatan untuk 
menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber 
hukum islam, yaitu al-Quran dan Sunah, baik diterima maupun ditolak.
38
 
Mas{laha{h mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk 
memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, mas{laha{h ini juga 
dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil 
pembatalan. Mas{laha{h mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak 
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Mas{laha{h mursalah, dapat diambil konklusi yaitu pertama, 
mas{laha{h mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal sehat dengan 
alasan bahwa untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan 
bagi manusia.ْKedua, segala sesuatu yang baik menurut akal yang sehat 
dan selaras dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum. Ketiga, segala 
sesuatu yang baik menurut akal yang sehat dan selaras dengan tujuan 
syara‟ tersebut tidak ada petunjuk dari syara‟ secara khusus yang 
menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara‟ yang mengakuinya.
40
 Dalam 
kajian usul fikih, sebagai sebuah istilah, mas{laha{h mursalah memiliki 
padanan penyebutan dengan munasib mursa>l, istis{lah, al-istidla>l al-mursal 
dan istidla>l sa{hi{>h{. Dari istilah-istilah ini, yang paling sering digunakan 
atau populer adalah mas{laha{h mursalah.41  
Mas{laha{h mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda 
kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok yaitu 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau disebut juga sebagai sifat yang 
melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif 
dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi 
dalam pandangan manusia. Penempatan mas{laha{h mursalah sebagai 
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sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbat hukum, menjadikan 
hukum itu luwes, dan keuniversalan hukum ditunjukan dengan aplikasi 
lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala 
bidang sosial.  
Pencetus pertama mas{laha{h mursalah sebagai dalil hukum adalah  
Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Maliki. Mas{laha{h 
mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad 
saw sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, 
wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti 
pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan 
perkembangan masyarakat itu sendiri. Ketika Nabi masih hidup, segala 
permasalahan yang muncul dapat dikonfirmasikan kepada Nabi. Dari 
sinilah munculnya gagasan mas{laha{h mursalah sebagai opsi dalil hukum 
islam. Dalam aplikasinya, mas{laha{h mursalah ini bertumpu pada 
kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil mas{laha{h mursalah ini, maka 
mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam 
penggunaan mas{laha{h mursalah sebagai dalil hukum islam. Banyak ulama 
usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep mas{laha{h 
mursalah ini.
42
 Mas{laha{h mursalah bisa dijadikan metode hukum jika 
suatu hukum di dalam syara‟ sudah tidak ada cara untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan di masyarakat.
43
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4. Landasan Yuridis Mas{laha{h Mursalah 
Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum 
islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih 
kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga untuk 
melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan 
manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang 
dipandang mengandung mas{laha{h saat ini belum tentu dipandang 
mas{laha{h pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, 
sesuatu yang dianggap mas{laha{h oleh seseorang belum tentu dianggap 
mas{laha{h juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif 
sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan 
situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan. 
Untuk itu, jumhur (mayoritas) intelektual islam berpendapat bahwa 
mas{laha{h mursalah dapat dijadikan hujah dalam melakukan istinbat 
hukum selama tidak ditemukan nas (Al-Quran dan Sunah) tentang itu, atau 
ijma‟ (konsensus) ulama, qiya>s (analogi) dan istihsan. Artinya, jika terjadi 
suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-
tama intelektual hukum islam harus melacak dan mengidentifikasinya 
dalam nas (al-Quran dan Sunah), jika ditemukan hukumnya maka 
diamalkan sesuai dengan ketentuan nas tersebut, jika tidak maka 
diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. 
Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan qiya>s, 





tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode istihsan 
Akhirnya, jika istihsan tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan 
mas{laha{h mursalah. 
Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode mas{laha{h 
mursalah sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil „aqli (rasio), yaitu: 
a. Para sahabat telah menghimpun al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini 
dilakukan karena khawatir al-Quran bisa hilang. Sementara perintah 
dan larangan Nabi Saw tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga 
upaya pengumpulan al-Quran tersebut dilakukan semata-mata demi 
kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat 
telah menerapkan mas{laha{h mursalah, meskipun secara teknis istilah 
tersebut belum melembaga saat itu. 
b. Para sahabat menggunakan mas{laha{h mursalah sesuai dengan tujuan 
syara‟ (al-mala>imah li maqa>si{d al-syari>’), sehingga harus diamalkan 
sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti 
telah mengesampingkan tujuan syara‟ dan hal itu jelas termasuk 
perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang 
pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan 
pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-
pegangan pokok lainnya. 
c. Tujuan pelembagaan hukum islam adalah untuk merealisir 
kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan 





kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak 
direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada 
dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang 
dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. 
Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat 
tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi. 
Maka upaya merealisir kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan 
adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam 
setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat 
yang diturunkan Allah Swt kepada semua Rasulnya, sehingga hal ini 
menjadi sasaran utama hukum islam. Penempatan kemaslahatan ini 
sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum luwes dan fleksibel, 
sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, di setiap 
lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang 
lingkup penerapan hukum mas{laha{h ini terbatas pada bidang mu‟amalah, 
sepanjang masalah itu reasonable maka penelusuran terhadap masalah-
masalah mu‟amalah menjadi urgen. Mas{laha{h mursalah tidak dapat 
diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadah, karena lapangan ibadah 
menjadi hak prerogatif Allah Swt.
44
 
Sedangkan landasan hukum mas{laha{h mursalah dari al-Quran 
maupun Hadis. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-nisa ayat 59, 
sebagai berikut:  
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 ِف  تَػَناَزْعُتمْ  َفِإفْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َكَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َكأُكِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم  
َخيػٌْر  ذََِٰلكَ  اْْلِخرِ  َكاْليَػْوـِ  لَّوِ بِال تُػْؤِمُنوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َكالرَُّسوؿِ  اللَّوِ  ِإَل  فَػرُدُّكهُ  َشْيءٍ 
 َكَأْحَسُن َتْأِكيًل 
 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
Selain itu juga terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 114, yang 
berbunyi: 
اْليَػْوـِ اْْلِخِر َكيَْأُمُركَف بِاْلَمْعُركِؼ َكيَػنػَْهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َكيَُسارُِعوَف ِف يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو كَ 
 اْْلَيػَْراِت َكأُكلََِٰئَك ِمَن الصَّاِِلِنيَ 
“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan 
bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan, mereka itu 
termasuk orang-orang yang saleh”. 
Sedangkan sumber hukum mas{laha{h mursalah yang diambil dari 
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Rasulullah SAW bersabda:  
ََيَْي , َحَدثَػَنا َعْبُدالَرَزاؽ. انباءنا معمر َعْن جاَِبر اجلفئي َعٍن َحَدثَػَنا حمََُمٍد ْبُن 
َعِكرَمهة َعْن اِْبُن َعَباس قاَؿ : َقاؿ َرُسوؿ َاهلل صلى اهلل َعَلْيِو َكَسَلم : اَلَضُرَر 
 َكاَلَضرُار
“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur 
Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari 
Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat 
madarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat 
madarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)  
Maka atas dasar dari al-Quran maupun al-Sunah di atas, bahwa 









Menurut Imam Malik sebagai pencentus mas{laha{h mursalah, 
mengemukakan beberapa alasan kehujahan dan kekuatan hukum dari 
metode mas{laha{h mursalah sebagai dalil penetapan hukum yaitu: 
a. Hukum islam sebagaimana tujuannya adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia. Banyak dalil-dalil qa>thi> yang menegaskan 
bahwa di mana ada maslahat di situlah syariat Allah. Karena itu, 
kemaslahatan itu harus digali dan dikembangkan agar syariat dapat 
memberikan kebahagian bagi manusia.  
b. Adanya praktik para sahabat yang telah menggunakan mas{laha{h 
mursalah dan mereka telah bersepakat berhujah atau berdalil dengan 
mas{laha{h mursalah yang mereka namakan dengan mas{laha{h 
muth{laqah tanpa perlu didukung oleh dalil tertentu yang menghargai 
maslahat itu. Praktik mas{laha{h mursalah tersebut antara lain adalah: 
1) Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah atau penggantinya 
dalam mengendalikan urusan rakyat. 
2) Sahabat mengumpulkan al-Quran ke dalam beberapa mushaf, 
padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Alasan 
yang mendorong mereka hanyalah maslahat, yaitu menjaga al-
Qur‟an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatiran karena 
meninggalnya sejumlah besar hafiz dari generasi sahabat. Selain 
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itu, praktik tersebut sebagai bukti nyata dari firman Allah SWT 
Quran Surat Al-Hijr Ayat 9: 
 ِلَِٰفظُْوفَ  اِنَّا ََنُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َكاِنَّا َلوُ 
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan 
sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”.  
3) Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa agar 
memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang 
diperoleh dari kekuasaannya. Dengan cara itu penguasa 
menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan 
manipulasi dan mengambil ganimah dengan cara yang tidak halal. 
Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Umar mengeluarkan 
kebijaksanaan itu, dan lain sebagainya.  
c. Adanya maslahat sesuai dengan maqa>si{d syari>‘ah, artinya dengan 
mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqa>si{d 
syari>‘ah mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan 
maqa>si{d syari>‘ah sedang mengesampingkan maqa>si{d syari>‘ah adalah 
batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas 
dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. 
Sumber hukum ini tidak keluar dari sumber-sumber pokok bahkan 
terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqa>si{d syari>‘ah . 
d. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas maka 
para mukalaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah 





ِهُدكْ   َحرَجٍ  ِمنْ  لدِّينِ ا ِف  َعَلْيُكمْ  َكَماَجَعلَ  ْجَتَبىَُٰكمْ اُىوَ  ِجَهاِدهِ  َحقَّ  للَّوِ ا ِف  اَكجََٰ
َذا َكِف  قَػْبلُ  ِمن ْلُمْسِلِمنيَ ا ََسَّىَُٰكمُ  ُىوَ  ِإبْػرََِٰىيمَ  أَبِيُكمْ  مِّلَّةَ   ٱلرَُّسوؿُ  لَِيُكوفَ  ىََٰ
ةَ ا َكَءاتُوا ةَ الصََّلو  َفَأِقيُموا لنَّاسِ ا َعَلى ُشَهَداءَ  َكَتُكونُوا َعَلْيُكمْ  َشِهيًدا  لزََّكوَٰ
    لنَِّصريُ ا َكنِْعمَ  َمْوَلَٰ لْ ا َفِنْعمَ  َمْوَلىَُٰكمْ  ُىوَ  للَّوِ بِا ْعَتِصُمواَكا
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 
tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. 
(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah 
menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan 
(begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi 
saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas 
segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 
zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 
Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-
baiknya penolong”.  
Selain itu juga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185 yang 
berbunyi: 
َة َكلُِتَكبػُِّركا اللََّو َعَلىَٰ َما  يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َكاَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َكلُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
 َىَداُكْم َكَلَعلَُّكْم َتْشُكُركفَ 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan 




Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
berhujah dengan mas{laha{h mursalah dan menjadikannya sebagai dalil 
hukum adalah suatu keharusan yang tetap sesuai dengan makna 
keumuman syariat. Dengan demikian, hukum islam akan tetap berjalan 
seiring dengan perkembangan zaman seperti yang telah dilakukan para 
sahabat nabi. Sebaliknya, menolak mas{laha{h mursalah berarti 
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membekukan hukum islam karena kemaslahatan yang tumbuh dan 
berkembang di tengah masyarakat tidak mudah didasarkan kepada suatu 
dalil tertentu. Berpegang pada mas{laha{h mursalah tidaklah berlawanan 
dengan kesempurnaan syariat bahkan mas{laha{h mursalah itulah yang 
semakin membuktikan kesempurnaan dan kemampuan hukum islam 




5. Syarat-syarat Berhujah dengan Mas{laha{h Mursalah 
Mas{laha{h mursalah sebagai metode hukum yang 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara 
umum dan kepentingan tidak terbatas, namun tetap terikat pada konsep 
syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan 
kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk 
memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaratan (kerusakan). Untuk 
menjaga kemurnian metode mas{laha{h mursalah sebagai landasan hukum 
islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama 
harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (al-Qur‟an 
dan al-Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus 
mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang 
sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara 
cermat dalam pembentukan hukum islam, karena bila dua sisi di atas tidak 
berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan 
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menjadi sangat kaku disatu sisi dan disisi lain terlalu mengikuti hawa 
nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar 
dalam menggunakan mas{laha{h mursalah baik secara metodologi atau 
aplikasinya. 
Dalam beristinbat mengunakan mas{laha{h mursalah perlu ada 
standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat 
sangat dihawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan 
pembentukan hukum islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang 
diputuskan nanti bukannya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia 
malah menimbulkan kemafsadatan setelah hukum tersebut diterapkan.
48
 
Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan 
temporal. Sesuatu yang dipandang mas{laha{h oleh seseorang atau 
kelompok tertentu, belum tentu dipandang mas{laha{h juga bagi orang atau 
kelompok lainnya. Untuk menentukan mas{laha{h mursalah, diperlukan 
kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya. Para intelektual hukum 
islam khususnya yang berhujah dengan mas{laha{h mursalah telah 
memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang 
dipandang mas{laha{h dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan 
penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh 
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Abdul Wahhab Khallaf menerima mas{laha{h mursalah sebagai dalil 
hukum untuk merespon perubahan situasi dan kondisi masyarakat dan 
lingkungannya. Abdul Wahhab Khallaf merangkum syarat-syarat 
mas{laha{h mursalah dapat dijadikan hujah dalam pembentukan hukum, 
yaitu: 
a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada 
prediksi. Dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus 
mempertimbangkan juga kemudaratan yang akan ditimbulkannya. 
Kalau mengabaikan kemudaratan yang akan ditimbulkannya, berarti 
kemaslahatan itu dibina atas dasar dugaan/prediksi.  
b. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua 
lapisan masyarakat dan bukan untuk orang perorang atau untuk 
kelompok tertentu saja. Kemaslahatan tersebut untuk kepentingan 
mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari 
kesulitan dan kemudaratan. 
c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (mas{laha{h mursalah) 
tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan 
nas (al-Quran dan Sunah) dan ijma‟.
50
 
Pandangan Al-Ghazali dalam rangka pembaruan hukum islam, 
mas{laha{h mursalah akan dapat menyelesaikan persoalan hukum islam 
yang dihadapi masyarakat. Sebab dalam kondisi saat ini banyak masalah 
baru yang muncul yang perlu segera diselesaikan, umat akan banyak 
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mengalami kesulitan kalau mengikuti pandangan yang tidak membenarkan 
mas{laha{h mursalah dijadikan dalil untuk mengambil pertimbangan dalam 
menetapkan hukum islam.
51
 Sedangkan Al-Ghazali telah menetapkan 
mas{laha{h mursalah dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus 
memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;  
a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori 
kebutuhan pokok (dharu>riyah). Artinya, untuk menetapkan suatu 
mas{laha{h tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan 
menghancurkan atau merusak lima unsur pokok agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta atau tidak. 
b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan 
pada dugaan (za>{n) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu 
itu benar-benar mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut 
harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum 
dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat 
individual dan parsial. 




Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah  dan 
Hanabilah, mereka menerima mas{laha{h mursalah sebagai hujah, bahkan 
mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas 
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menerapkannya. Menurut mereka, mas{laha{h mursalah merupakan induksi 
dari logika sekumpulan nas, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam 
qiya>s. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan mas{laha{h 
mursalah sebagai hujah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah 
adalah sebagai berikut:  
a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara‟ dan termasuk dalam 
jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.  
b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, 
sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas{laha{h mursalah itu 
benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak 
kemudaratan.  
c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan 
kepentingan pribadi.  
Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan mas{laha{h 
mursalah sebagai dalil, disyaratkan mas{laha{h tersebut berpegangan kepada 
hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma‟ yang menunjukkan bahwa sifat 
yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan i>llat dalam penetapan 
suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan i>llat tersebut dipergunakan 
oleh nas sebagai i>llat suatu hukum. Menghilangkan kemudaratan, 
bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara‟ yang wajib dilakukan. 
Menolak kemudaratan itu, termasuk ke dalam konsep mas{laha{h mursalah, 





itu terdapat dalam nas atau ijma‟ dan jenis sifat kemaslahatan itu sama 
dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijma‟.  
Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama tersebut, 
mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan 
mas{laha{h mursalah sebagai dalil istinbat hukum dengan sikap yang cukup 
berhati-hati mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-
hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang 
ketat terhadap kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan 
landasan teoritisnya.
53
 Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa mas{laha{h 
mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam 
tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat bahwa mas{laha{h tersebut 
merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang 
sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu 
kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Serta mas{laha{h tersebut 
mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara 
menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam 
al-Quran dan as-Sunah. 
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Setiap penelitian sebuah karya ilmiah memerlukan sebuah metode dan 
teknik pengumpulan tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode 
adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 
secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah sarana yang 
digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu 
pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.
1
 Metode penelitian dalam skripsi 
ini adalah jenis metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati.
2
  
Adapun langkah-langkah laporan yang sudah dilakukan oleh penulis dalam 
penelitian ini meliputi:  
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, 
seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.
3
 Penelitian ini memaparkan dan 
menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi 
yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.  
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Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau pendekatan 
yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum 
sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang 
nyata. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 
menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
 4
 Objek 
kajian penelitian hukum empiris dapat dikaji dari tingkat efektivitas aturan 
hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi 
hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh 
aturan hukum terhadap masalah tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh 




B. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara, yang bertempat di 
Jl. Serulingmas No. 4 Semampir, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, 
Banjarnegara, Jawa Tengah 53418, Indonesia, sebagai pelaksana kebijakan 
relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara, dan 
di Pusat Kuliner Banjarnegara yang bertempat di Jl. Pemuda, Krandegan, Kec. 
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Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53474, Indonesia, sebagai tempat 
relokasi dari Alun-alun Banjarnegara.   
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi 
adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. 
6
 Populasi dalam penelitian ini adalah PKL 
yang berjualan di Pusat Kuliner Banjarnegara terdiri dari 107 pedagang. 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 
diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 
Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul 
representatif atau dapat mewakili populasi yang diteliti.
7
 Dalam pengambilan 
sampel ada beberapa hal yang melandasinya, yaitu keterbatasan waktu, tenaga 
dan biaya,  lebih cepat dan lebih mudah, serta memberi informasi yang lebih 
banyak dan lebih mendalam.
8
 
                                                             
6
 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing, 2015), hlm. 63-64. 
7
 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 64-65. 
8
 Syahrum dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Citapustaka Media, 





Penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel lebih 
menguntungkan dibanding dengan menggunakan populasi saja.Oleh karena itu 
pertimbangan-pertimbangan itu perlu diperhatikan oleh peneliti agar dalam 
pelaksanaan pencarian informasinya nanti dapat menghasilkan informasi yang 
representatif sehingga penelitiannya dapat dikategorikan penelitian yang 
valid.
9
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sample 
yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau 
seleksi khusus yang ditentukan peneliti. Dalam pengambilan sampel secara 
purposive sample, peneliti menggunakan pertimbangan/ kriteria-kriteria 
tertentu, berdasarkan tujuan penelitian.
10
  
Dalam penelitian ini, terdapat kriteria yang digunakan dalam pemilihan 
sampel  adalah sebagai berikut: 
1. PKL yang sebelumnya berjualan di Alun-alun Banjarnegara, kemudian di 
relokasi ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Hal ini dimaksudkan karena tidak 
semua pedagang yang berada di Pusat Kuliner Banjarnegara sebelumnya 
berjualan di Alun-alun Banjarnegara.  
2. PKL yang benar-benar tau dan paham akan kebijakan relokasi PKL dari 
Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara, agar data yang 
diperoleh lebih obyektif sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.  
3. Dapat menggunakan bahasa Indonesia, hal ini untuk memudahkan 
penelitian.  
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4. Bersedia dan mau untuk diwawancara, agar tidak ada paksaan.  
 
D. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek 
dari mana data dapat diperoleh.
11
 Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini ada dua yaitu: 
1. Data Primer 
Sumber Data Primer, adalah sumber utama yang dapat memberikan 
informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang 
dibutuhkan dalam penelitian.
12
 Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 
penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau 
wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan 
penelitian untuk mendapat data akurat dari narasumber mengenai 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data tersebut didapatkan 
dari wawancara dengan Bapak Haryanto Agus selaku Kepala Bidang 
Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara dan Bapak 
Jembar selaku Kepala Seksi Sarana Perdagangan Disperindagkop UKM 
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2. Data Sekunder 
Data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber 
primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.
13
 
Adapun sumber data sekundernya yaitu sebagai berikut: 
a. Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM). 
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012, 
Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima.  
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2012, Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima. 
g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima. 
h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 
Tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. 
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j. Buku, jurnal dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian skripsi 
ini.  
 
E. Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Observasi 
Metode observasi atau pengamatan merupakan metode 
pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek 
penelitiannya.
14
 Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi 
secara langsung di  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara 
selaku pelaksana kebijakan relokasi PKL dan Pusat Kuliner Banjarnegara 
yang merupakan tempat relokasi PKL di Banjarnegara.  
2. Wawancara 
Wawancara merupakan metode utama dalam mengumpulkan data 
kualitatif. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan dan 
informasi dengan cara berbicara satu sama lain antara pewawancara 
dengan dengan narasumber. Secara sederhana wawancara dapat diartikan 
sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu. Wawancara dimaknai sebagai percakapan yang sistematis dan 
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terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara 
(interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang 
diwawancara (interview) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara, peneliti 
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 
tidak bisa ditemukan melalui observasi.
15
 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Bidang 
Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Bapak 
Haryanto Agus S. dan Kepala Seksi Sarana Perdagangan Bapak Jembar 
Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara, serta wawancara dengan 
beberapa PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara menggunakan teknik 
purposive sample. Berikut ini beberapa sampel/perwakilan pedagang di 





Produk Dagangan Alamat 
1. A78 
 
Agus Subagyo Jus Buah Purwanegara, 
RT/RW 03/05, 
Purwanegara 
2..  A29 
 
Badari Pempek  Gemuruh, 
RT/RW 02/04, 
Bawang 




















5.  A09 Feri Yulian Minuman Krandegan, 
                                                             
15





Milkshake RT/RW 03/08, 
Banjarnegara 










Mie Aceh Kutabanjarnegara, 
RT/RW 02/07, 
Banjarnegara 




















Kupat Tahu Pucang, RT/RW 
01/07, Bawang 
11.  A04 Sukur Nasi Goreng Gemuruh, 
RT/RW 02/07, 
Bawang 









Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak 
ditujukan langsung kepada subjek penelitian.
16
 Terkait dokumentasi yang 
diperoleh yaitu berupa surat-surat, foto, rekaman suara, dan data 
Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara serta Pusat Kuliner 
Banjarnegara. 
4. Internet Searching 
Internet Searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang 
menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian 
ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam 
                                                             
16





menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Dalam penelitian ini penulis mengakses website, ebook, jurnal, skripsi, 
artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 
 
F. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh  dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 
wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 
diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 
belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 
tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.
17
 
Sebelum menganalisis, kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah 
mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 
(triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-
bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Dengan demikian peneliti 
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akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi. Teknik analisis data 
diarahkan untuk menarik kesimpulan agar terjawab rumusan masalah yang 
telah dirumuskan dalam proposal.
18
 
Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 
conclusion drawing/verification. Dari data-data yang didapatkan dari 
lapangan, kemudian peneliti melakukan analisis data dengan tahap sebagai 
berikut: 
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 
semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 
banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 
data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 
dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 




2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
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flowchart dan  sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
20
 
3. Conclusion Drawing/Verification 
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara merupakan 
kantor dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, 
koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah 
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
1
 Salah satunya 
merumusan, melaksanaan, serta pembinaan dan fasilitasi dibidang 
kebijakan perdagangan. Oleh karena itu Disperindagkop merupakan badan 
yang melaksanakan kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara. Berikut 
beberapa informasi mengenai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten 
Banjarnegara, yaitu sebagai berikut:
 2
 
a. Lokasi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara berlokasi di 
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 Dinkominfo Kab.Banjarnegara, “Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara”, https://dinindagkop.banjarnegarakab.go.id, 
diakses 28 Oktober 2020, pukul 14.20 WIB. 
2
 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 





Jl. Serulingmas No. 4 Semampir, Kutabanjarnegara, Kec. 
Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418, Indonesia. 
b. Visi Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara 
Visi: 
“Banjarnegara bermartabat dan sejahtera”. 
Misi: 
“Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan 
berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan”. 
c. Motto Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara 
“Dengan Layanan yang Mudah dan Cepat, Wirausaha Anda 
Pasti Tumbuh Pesat”. 
d. Struktur Organisasi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara 
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah/Disperindagkop UKM 
Kabupaten Banjarnegara (Peraturan Bupati Kab. Banjarnegara Nomor 






Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara. 
e. Tugas dan Fungsi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara 
Tugas: 
Disperindagkop UKM mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi 




Kepala Dinas  
JOI SETIAWAN, S.Sos, M.Si 
NIP. 19700721 199003 1 004 
Kabid Perindustrian 
MOHAMAD YASIN, S.Sos 
NIP. 19640407 198903 1 
014 
Kasi Agro Industri 
FAJAR MASKURI, S.TP 
NIP. 19760902 200604 1 
008 
Kasi Aneka Industri 
BAGUS SUTOTO, SE 
NIP. 19670425 199309 
1 001 
Kabid Perdagangan 
HARYANTO AGUS S., ST, 
M,Si 
NIP. 19710802 199903 1 
003 









199311 1 001 
Kabid Pengelolaan Pasar 
HARI ARUMBINUKO, 
SP, M.Si 
NIP. 19690118 199603 1 
004 
Kasi Pendapatan Pasar 
TEGUH WIRANTO, SE 
NIP. 19640716 198503 
1 003 




199703 2 001 
Kabid Koperasi UKM 
IZAK DANIAL ALOYS, STP, 
M.Si 
NIP. 19800830 199810 1 002 
Kasi Koperasi 
MISTAM, A.Md 




NIP. 19641225 198903 2 012 
Kelompok Fungsional 
1. Jabatan Fungsional 
Umum 




NIP. 19630321 198903 1 015 
Kasubag PEP 
SITI AMINAH, S.AP 
NIP. 19750721 199603 2 002 
Kasubag Umum dan 
Kepegawaian 
UMI SUJATI, S.Sos 
NIP. 19630313 199803 2 010 
Kasubag Keuangan 
EFIEK MAIMUNATUN R., 
SE 




NIP. 19810223 201001 1 013 
UPTD Pasar I 
MASWANTO, SE 
NIP. 19790707 200501 1 013 
UPTD Pasar II 
AGUS DWI PRAYITNO, 
A.Md 
NIP. 19750830 200901 1 
007 
UPTD Pasar III 
WAHYUDIN, SE 







1) Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, 
pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah. 
2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perindustrian, 
perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan 
menengah. 
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, 
pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah. 
4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perindustrian, 
perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan 
menengah. 
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, 
perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan 
menengah. 
6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas. 
7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD. 
8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 
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2. Pusat Kuliner Banjarnegara 
a. Lokasi 
Pusat Kuliner Banjarnegara bertempat di Jl. Pemuda, 
Krandegan, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53474, 
Indonesia. Lokasi tersebut berdekatan dengan pusat kota Alun-alun 
Banjarnegara, kurang lebih berjarak 200 meter. Pusat Kuliner 
Banjarnegara cukup strategis, dekat dengan kota, mudah dijangkau dan 
cukup menarik secara visual. 
b. Fasilitas/Sarana dan Prasarana 
1) Kios pedagang, yang didalamnya terdapat fasilitas seperti dapur, 
wastafel, dll.  
2) Tempat cuci tangan di beberapa area gedung kuliner. 
3) Kursi dan meja makan untuk pengunjung. 
4) Lampu penerangan dan hiasan.  
5) Panggung dan fasilitas karaoke. 
6) Toilet. 
7) Mushola. 
8) Tempat parkir.4 
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B. Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di 
Kabupaten Banjarnegara 
Dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan PKL harus ditangani 
bersama dengan cara melakukan penataan tanpa membunuh sektor informal 
itu sendiri. Sebagai wujud untuk menjamin hak asasi para PKL. Ketentuan 
hak-hak perlindungan hukum bagi para PKL terdapat dalam UUD 1945 yang 
menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
5
 Peraturan tersebut menjelaskan 
setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apapun 
selama tidak bertentangan dengan undang-undang demi mencukupi kebutuhan 
hidupnya. Ketika kebutuhan tercukupi, tentu pemerintah tidak akan kesulitan 
dalam memperbaiki ekonomi negara. Hal tersebut dapat terwujud bila 
pemerintah mampu mengatasi masalah PKL dengan bijak. 
Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan juga tercantum 
dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 
atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
layak dan setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan 
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak dan setiap orang bebas memilih 
pekerjaan yang disukainya.
6
 Oleh karena itu, pemerintah wajib menghormati, 
melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  
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Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam menangani 
permasalahan PKL yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan 
Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, menyatakan bahwa Menteri 
berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL. 
Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan 
PKL. Adapun pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan meliputi 
pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, 
fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan 
bimbingan teknis, fasilitasi kerjasama antar daerah dan mengembangkan 
kemitraan dengan dunia usaha.
7
 Gubernur melakukan penataan PKL melalui 
fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya, fasilitasi 
kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya dan pembinaan 
Bupati/Walikota di wilayahnya. Sedangkan Bupati/Walikota melakukan 
penataan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan 
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Pedagang Kaki Lima yang semakin hari semakin bertambah banyak 
jumlahnya, membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung semua 
PKL agar kebersihan dan keindahan kota Banjarnegara tetap terjaga. Karena 
melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup, serta merusak sarana dan prasarana taman atau ruang 
terbuka hijau termasuk Alun-alun merupakan kegiatan yang terlarang.
9
 Selain 
hal tersebut penataan dilakukan karena PKL berjualan di tempat yang bukan 
peruntukannya. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 
Tahun 2013, Pasal 17. Bahwa dalam melakukan usahanya, PKL dilarang:  
a. Melakukan kegiatan usaha di luar zona dan waktu yang ditentukan. 
b. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan 
kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan 
kenyamanan serta pencemaran lingkungan.  
c. Melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah 
bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya.  
d. Melakukan kegiatan usaha diatas trotoar. 
 
Dalam peraturan tersebut jelaslah bahwa PKL dilarang berjualan di 
fasilitas umum, Alun-alun merupakan pusat kota Banjarnegara yang 
merupakan ruang publik, jadi dalam peraturan sudah jelas bahwa Alun-alun 
Banjarnegara tidak boleh dilakukan untuk kegiatan berdagang kecuali atas izin 
dari Bupati sendiri. Berhubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah 
Banjarnegara wajib menyelenggarakan perlindungan fasilitas umum, fasilitas 
sosial, kantor pemerintahan dan aset Daerah.
10
 Alun-alun Kabupaten 
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Banjarnegara termasuk fasilitas umum yang merupakan tempat yang wajib 
dilindungi oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara. Oleh karena itu Pemerintah 
berupaya melakukan penataan untuk menciptakan lingkungan kota yang 
bersih dan sehat, disisi lain keberadaan PKL tersebut menyangkut tentang 
nafkah hidup orang yang tidak bisa berhenti begitu saja. Dua hal inilah yang 
harus dipahami dan dicarikan jalan keluar agar tidak saling merugikan di 
antara kedua belah pihak yaitu pedagang dan pemerintah. 
Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kasi Sardag Disperindagkop 
UKM Kabupaten Banjarnegara, yang mendasari dirumuskan dan 
dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara yaitu: 
“Bahwa latar belakang pemerintah Banjarnegara merumuskan 
kebijakan relokasi PKL karena itu merupakan suatu peraturan, PKL 
tidak boleh berjualan di fasilitas umum, seperti di Alun-alun 
Banjarnegara. Selain hal tersebut PKL yang bertambah banyak 
jumlahnya menyebabkan Alun-alun Banjarnegara sebagai pusat kota 
terlihat kumuh, karena banyak sampah yang dihasilkan dari PKL 
tersebut maupun masyarakat sekitar yang kurang sadar akan kebersihan 
sehingga membuang sampah bekas makanan seenaknya di sekitaran 
Alun-alun Banjarnegara”.
11
    
Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 
mengambil tindakan berupa kebijakan relokasi PKL yang diharapkan bisa 
mengatasi permasalahan PKL tersebut. Kebijakan relokasi PKL yaitu sebagai 
suatu tindakan dari pemerintah untuk memindahkan para PKL yang 
melakukan aktivitasnya dari lokasi-lokasi publik terlarang ke lokasi-lokasi 
khusus dengan tujuan menjadikan PKL lebih tertata lewat berbagai aturan-
aturan dan pembinaan. Kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara berpedoman 
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dengan standar operasional prosedur (SOP) pada Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima sebagai pedoman tata aliran dan sistem kerja kebijakan relokasi yang 
akan diimplementasikan. Tujuan dalam perda tersebut terdapat dalam pasal 4, 
yaitu memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan 
PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan 
menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib.
12
  
Kebijakan relokasi PKL didasarkan pada Peraturan Presiden No 125 
Tahun 2012, yang menyatakan bahwa Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL 
Kabupaten/Kota bertugas:  
a. Menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan 
dalam dokumen rencana pembangunan daerah.  
b. Merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL. 




Berdasarkan peraturan tersebut, kebijakan relokasi PKL harus dibuat 
berdasarkan peraturan yang ada, sehingga kebijakan tersebut nantinya mampu 
menyelesaikan permasalahan yang ada. Relokasi PKL bukan sekedar 
memindahkan lokasi berjualan dari tempat lama ke tempat baru, tetapi juga 
memindahkan manusia (pedagang) dengan keberagaman aspek yang ada. 
Pemikiran untuk mengatasi permasalahan PKL di Banjarnegara 
sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2010 di Alun-alun Banjarnegara, namun 
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pada saat itu belum ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut karena 
belum ada lahan untuk relokasi PKL. Akhirnya pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara melalui Disperindagkop UKM mengajukan anggaran ke 
Kementerian Perdagangan. Setelah anggaran turun tahun 2011. Kemudian 
proyek pembangunan gedung khusus kuliner mulai berjalan. Lahan yang 
sudah disiapkan kurang lebih berjarak 200m dari Alun-alun Banjarnegara. 
Pertimbangkan pemilihan lokasi tersebut karena dinilai cukup strategis, dekat 
dengan kota, mudah dijangkau (aksesibilitas), dan cukup menarik secara 
visual. Lahan tersebut merupakan lahan bekas Dinas Kesehatan Banjarnegara, 
yang kemudian dibangun gedung kuliner dan selesai sekitar tahun 2016. 
Gedung tersebut dinamai Pusat Kuliner Banjarnegara. Alasan pemilihan 
gedung kuliner tersebut sebagai Pusat Kuliner di Banjarnegara, disampaikan 
oleh Kabid Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara: 
“Pemilihan relokasi pedagang ke gedung kuliner karena memang 
gedung tersebut diperuntukkan guna mencari solusi dalam 
menyelesaikan permasalahan PKL yang ada di Alun-alun Banjarnegara, 
gedung tersebut dibangun sengaja untuk memindahkan PKL dari Alun-
alun Banjarnegara, karena lokasi tersebut berjarak kurang lebih 200m 
dari Alun-alun Banjarnegara, jadi tempat tersebut dekat dengan kota. 
Lokasi berjualan sebelum di relokasi dan setelah direlokasi tidak jauh, 
dan diharapkan dengan pemilihan lokasi tersebut tetap banyak 
pelanggan dan tetap ramai pembeli. Lokasi tersebut cukup strategis, 
dekat dengan kota, dan mudah dijangkau”.
14
 
Dalam melakukan relokasi, Pemerintah Banjarnegara tidak langsung 
menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi 
melalui standar operasional prosedur (SOP) yang ada dalam Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
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Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima. 
Proses relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara dilaksanakan melalui beberapa tahap, seperti yang disampaikan 
oleh Kabid Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara: 
“Untuk mewujudkan rencana relokasi, Pemerintah Daerah Banjarnegara 
melaksanakan suatu cara relokasi yaitu, pendataan yang dilakukan 
secara berulang mulai tahun 2018, sosialisasi dan musyawarah dengan 
PKL yang dilaksanakan pada tahun 2019, dilakukan beberapa kali 
hingga akhirnya PKL mau dipindahkan dan baru dilakukan penataan 
PKL. Kemudian setelah relokasi dilakukan pembinaan terhadap para 
PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara”.
15
 
Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara 
dapat dilihat melalui beberapa tahap kegiatan dalam pelaksanaanya, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Tahap Pendataan 
Pada tahap ini, pemerintah melakukan pendataan kepada seluruh 
PKL di Alun-alun Banjarnegara. Hal ini dilakukan untuk menjadi dasar 
penataan PKL, serta untuk mengetahui daftar jumlah pedagang yang harus 
di relokasi untuk menyesuaikan tempat relokasi nantinya, sehingga tidak 
ada satupun pedagang yang tertinggal atau tidak kebagian tempat untuk 
berdagang nantinya. Pendataan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 dan 
didata ulang sebelum relokasi dilakukan. Pendataan tersebut dilakukan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2012 Pasal 10, tentang 
Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima, dengan mencari tahu mengenai 
                                                             
15
 Hasil wawancara dengan Bapak Haryanto Agus, Kepala Bidang Perdagangan 





identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal 
usaha sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. 
2. Tahap Sosialisasi Kebijakan 
Pemerintah Banjarnegara melaksanakan sosialisasi kebijakan 
dengan mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan 
sebagaimana tertuang dalam Perda yang mengatur PKL yaitu guna 
memperjelas pemahaman tentang pelaksanaan relokasi PKL tersebut. 
Sosialisasi ini bertujuan mengadakan pendekatan kepada PKL agar 
mematuhi kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk demi menjaga 
kebersihan dan kerapian kota. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersifat 
preventif, bertujuan mencegah adanya pelanggaran dengan mengenalkan 
terlebih dahulu tentang aturan dalam Perda. Selain itu sosialisasi juga 
dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran PKL agar mereka mau 
dipindahkan tanpa adanya paksaan. Sehingga proses relokasi PKL dapat 
berjalan dengan lancar.  
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 
Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pasal 
20 ayat 3 bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat 
prosedur tetap (protap) yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL 
dan wajib disosialisasikan kepada PKL atau kepada pengurus organisasi 






3. Tahap Penertiban. 
Tahap selanjutnya adalah tahap penertiban, dalam Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 17, bahwa PKL dilarang 
melakukan kegiatan usaha di luar zona dan waktu yang ditentukan, 
melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, 
keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta 
pencemaran lingkungan, serta melakukan kegiatan usaha dengan merusak 
dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain 
di sekitarnya. Oleh sebab itu Pemerintah Banjarnegara berhak melakukan 
penertiban sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 20, yang berbunyi: 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan 
dan penertiban atas barang-barang dagangan PKL.  
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan 
penertiban, tindakan tegas secara berkelanjutan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat prosedur tetap 
(protap) yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL dan 
wajib disosialisasikan kepada PKL atau kepada pengurus 
organisasi PKL dan lembaga/dinas terkait.  
(4) Ketentuan pengawasan dan penertiban diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
Berlandaskan peraturan tersebut penertiban PKL dilakukan dengan 
melakukan pemindahan dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Alun-alun 





PKL. Penertiban ini diberi waktu dua minggu sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Kabid Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten 
Banjarnegara, yaitu: 
“Untuk mempersiapkan relokasi tersebut, para pedagang diberi 
waktu dua minggu untuk melakukan persiapan pelaksanaan 
boyongan dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara, waktu dua minggu tersebut diberikan oleh 
Pemerintah untuk mempersiapkan perpindahan, hingga tanggal 20 
Juni di target Alun-alun sudah bersih dari pedagang, sebelum 
dilakukan penataan di Pusat Kuliner Banjarnegara”.
16
 
Awalnya PKL di Alun-alun Banjarnegara tidak mau direlokasi. Hal 
ini selain karena faktor ekonomi juga karena bagi mereka berjualan di 
Alun-alun sangat menguntungkan karena letaknya yang strategis di pusat 
kota. Kekhawatiran lain yang juga muncul ketika pindah ke tempat yang 
baru mereka akan kehilangan pelanggan. Banyak diantara PKL yang tetap 
tidak mau ditata dengan alasan takut kehilangan pelanggan ataupun takut 
tidak mendapatkan tempat yang sesuai. Banyak alasan yang PKL 
sampaikan untuk menolak relokasi tersebut. Setelah mendapat penjelasan 
dan informasi yang jelas mengenai relokasi ke tempat yang baru, akhirnya 
para PKL di Alun-alun Banjarnegara dengan sukarela direlokasi.  
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Kasi Sardag 
Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara: 
“Awalnya para pedagang tidak mau dipindah ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara, dengan kekhawatiran kehilangan pelanggan. Hingga 
diadakan beberapa pertemuan untuk dilakukan musyawarah saat 
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Kesadaran PKL untuk pindah ke lokasi yang telah ditentukan cukup 
baik sebab dari pihak pemerintah langsung terjun ke lapangan. PKL di 
Alun-alun Banjarnegara menerima untuk dipindah ke lokasi baru yaitu 
Pusat Kuliner Banjarnegara dengan tertib. 
4. Tahap Penataan  
Tahap yang keempat yaitu penataan, walaupun mendapat banyak 
penolakan akhirnya relokasi dapat dilaksanakan. Setelah PKL direlokasi 
pada tanggal 24 Juni 2019 dari Alun-alun Banjanegara ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara, PKL ditata sedemikian rupa sehingga mampu membuat 
wajah kota yang lain daripada sebelumnya, serta menjadikan Alun-alun 
Banjarnegara sebagai tempat bekas berjualan PKL lebih rapi, bersih dan 
indah. Komitmen menata PKL ditindaklanjuti dengan memfasilitasi sarana 
dan prasarana untuk PKL misalnya dengan pembangunan kios-kios 
permanen di Pusat Kuliner Banjarnegara, toilet, mushola, tempat cuci 
tangan, panggung hiburan, tempat parkir serta berbagai program yang 
dilaksanakan pemerintah guna melengkapi upaya penataan PKL dengan 
pendekatan pemberdayaan melalui fasilitas bangunan/tempat berdagang. 
Penataan disini sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah 
Banjarnegara untuk membuat kondisi dari PKL agar mempunyai nuansa 
yang bersih dan indah. Konsep penataan ini bagaimana para pedagang 
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terlihat bersih, indah dan juga rapi. Sehingga diharapkan Pusat Kuliner 
Banjarnegara dapat menjadi  tujuan wisata kuliner di Banjarnegara. 
Dalam penataan padagang di Pusat Kuliner Banjarnegara, di tempat 
tersebut telah dipersiapkan kios-kios guna tempat berjualan pedagang. 
Untuk mengisi kios-kios tersebut pemerintah menggunakan model di 
undi/kocokan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Kabid 
Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara: 
“Pembagian kios-kios kepada pedagang dilakukan dengan sistem 
kocokan/diundi. Kios tersebut berjumlah 110, dan pedagang yang 
masuk awalnya berjumlah sekitar 85 pedagang. Kemudian 
pedagang tersebut ditempatkan sesuai dengan nomor undian yang 
mereka peroleh. Dalam menempati kios-kios tersebut sampai 
sekarang masih bebas biaya, pemerintah Banjarnegara belum 
menerapkan sistem penyewaan, hal tersebut kondisional, 
penyewaan akan mulai diberlakukan dengan melihat keadaan. 
Namun seiring berjalannya waktu kios-kios tersebut sekarang sudah 
penuh. Banyak pedagang selain dari Alun-alun Banjarnegara yang 
masuk selagi kios-kios tersebut belum ada yang menempati”.
18
  
Sarana dan prasarana (fasilitas) yang ada, mempermudah dan 
membuat nyaman pedagang dan juga pembeli. Selain untuk memudahkan 
pembeli juga untuk keteraturan penataan internal lokasi baru. Dimana 
Pusat kuliner Banjarnegara diharapkan dapat dijadikan destinasi wisata 
kuliner di Banjarnegara. Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan salah 
satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 
memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, 
keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
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5. Tahap Pembinaan 
Tahap yang terakhir yaitu pembinaan, mengandung arti suatu usaha 
yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan membina PKL. Pembinaan 
ini bertujuan mengarahkan para PKL agar mau menaati peraturan yang 
berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial 
dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum. Selain itu dengan 
memfasilitasi sarana dan prasarana di Pusat Kuliner Banjarnegara 
merupakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL. Pembinaan 
sebagai salah satu usaha untuk membangun bersama agar Pusat Kuliner 
Banjarnegara bisa lebih maju dan berkembang menjadi destinasi wisata 
kuliner yang banyak dicari masyarakat dari Banjarnegara sendiri maupun 
dari luar Banjarnegara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima, yang berbunyi: 
Pasal 18  
(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL, Bupati wajib 
melakukan pembinaan.  
(2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa:  
a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha.  
b. Fasilitasi pengembangan usaha melalui kemitraan dengan 
pelaku ekonomi yang lain. 
c. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan 
permodalan. 
d. Peningkatan kualitas sarana/perlengkapan PKL. 
e. Bimbingan peningkatan kualitas barang yang 
diperdagangkan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan PKL ditetapkan 





Pasal 19  
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan 
oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan 
dari instansi terkait, aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL 
dan aspirasi dari pihak lain.
19
 
Selain beberapa hal diatas, salah satu cara yang dilakukan untuk 
memudahkan pengembangan Pusat Kuliner yaitu dengan membentuk 
sebuah perkumpulan yang dinamai paguyuban. Para pedagang yang ada di 
Pusat Kuliner Banjarnegara dibentuk sebagai sebuah paguyuban yang 
dinamai paguyuban kuliner. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara: 
“Paguyuban merupakan sebuah perkumpulan yang bersifat 
kekeluargaan, didirikan untuk membina persatuan (kerukunan) di 
antara para anggotanya. Jadi paguyuban di Pusat Kuliner 
Banjarnegara didirikan agar para pedagang lebih guyub rukun 
dalam memajukan Pusat Kuliner Banjarnegara. Para pedagang di 
Pusat Kuliner Banjarnegara sudah merasa seperti keluarga. 
Paguyuban pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara dinamai 
Paguyuban Kuliner, yang pembinanya adalah Kabid Perdagangan 
Disperidagkop Banjarnegara Bapak Haryanto Agus”.
20
  
Dengan adanya perkumpulan tersebut antara pemerintah dengan 
para pedagang yang ada di Pusat Kuliner Banjarnegara, diharapkan dapat 
tercipta hubungan yang baik antar keduanya dalam mengembangkan Pusat 
Kuliner secara bersama-sama, serta tercipta guyub rukun antar para 
pedagangnya membentuk sebuah hubungan kekelurgaan. Sehingga lebih 
memudahkan dalam memajukan Pusat Kuliner Banjarnegara. 
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Proses implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun 
Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara melibatkan beberapa instansi dan 
pihak yang terkait, antara lain Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Banjarnegara, 
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjarnegara, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjarnegara. Dalam melakukan 
implementasi relokasi tersebut terdapat hambatan terutama dari PKL sendiri 
karena awalnya mereka tidak mau untuk direlokasi. Mereka takut setelah 
diadakannya relokasi mereka kehilanggan pelanggan dan tidak bisa lagi 
menyukupi kebutuhan mereka. Sehingga proses rapat dan sosialisasipun 
dilaksanakan sampai beberapa kali dan akhirnya pedagang mau dilakukan 
relokasi tanpa ada paksaan. Proses pelaksanaan relokasi semua pedagang di 
Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara baru bisa benar-benar 
dilaksanakan pada tanggal 24 Juni tahun 2019.  
Implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke 
Pusat Kuliner Banjarnegara, tidak serta merta langsung ditertibkan, tapi 
berbagai proses yang dijalani. Terdapat beberapa tahapan dalam proses 
implementasi kebijakan relokasi yang dilaksanakan pemerintah Banjarnegara 
yaitu pendataan, sosialisasi, penertiban, penataan dan pembinaan PKL. Jadi 
implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten 
Banjarnegara  telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur 
(SOP) yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan 





tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, sehingga kebijakan 
relokasi tersebut dapat dikatakan sudah memenuhi apa yang dikehendaki 
dalam peraturan dan pada akhirnya diketahui bahwa tujuan kebijakan tercapai. 
Tujuan kebijakan sebagaimana yang terdapat dalam Perda tersebut, yaitu 
memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, 
menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan 
menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib.
21
 
Setelah kebijakan relokasi PKL dilakukan dari Alun-alun ke Pusat 
Kuliner Banjarnegara dilakukan, kemudian yang dilakukan pemerintah adalah 
membersihkan Alun-alun sebagai bekas tempat berjualan para pedagang. 
Bupati Banjarnegara yaitu Bapak Budhi Sarwono bersama jajarannya turun 
langsung dalam proses pembersihan tersebut. Mereka memeriksa gorong-
gorong di Alun-alun Banjarnegara. Setelah dibongkar, ternyata terdapat 
sampah yang menumpuk didalamnya dan baunya sangat menyengat. Sampah 
tersebut lalu dibersihkan dan kemudian diangkut dengan mobil sampah. 
Saluran tersebut dibersihkan dan ditutup strimin besi agar mudah untuk 
membersihkannya. Kemudian Alun-alun tersebut ditata kembali sehingga 
membentuk wajah kota yang bersih dan indah, serta tidak ada lagi kemacetan 
yang terjadi di sekitar Alun-alun Banjarnegara. Sehingga Kabupaten 
Banjarnegara dapat dipandang sebagai kota indah, bersih, rapi dan tertib, dan 
diharapkan dengan ini Kabupaten Banjarnegara dapat meraih penghargaan 
kembali sebagai kota adipura yaitu, sebuah penghargaan bagi kota di 
                                                             
21
 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 










Kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Banjarnegara 
dinilai sudah sangat bagus, para pedagang mengaku lebih nyaman berada di 
Pusat Kuliner Banjarnegara dibanding Alun-alun Banjarnegara, mereka tidak 
kehujanan ataupun kepanasan dalam berdagang karena mereka didalam 
gedung. Hal tersebut memberi rasa aman dan nyaman jika kondisi sedang 
tidak menentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh pedagang di Pusat 
Kuliner Banjarnegara: 
“Banyak kelebihan selama berjualan di Pusat Kuliner Banjarnegara, 
pedagang merasa lebih aman dan nyaman berada di Pusat Kuliner 
Banjarnegara. Berbeda dengan di Alun-alun Banjarnegara dikala musim 
hujan mereka sering kehujanan dan kepanasan saat siang hari, namun 
setelah dipindahkan ke Pusat Kuliner Banjarnegara hal itu sudah tidak 
pernah terjadi karena mereka berada di dalam gedung. Sehingga mereka 
tidak khawatir lagi dengan kondisi cuaca yang akan terjadi. Selain itu 
saat berjualan di Pusat Kuliner Banjarnegara, mereka tidak perlu 
mendorong lagi gerobak dagangan mereka, karena lokasinya sudah 
tetap di dalam kios. Hal tersebut sangat memberi kemudahan karena 
banyak para pedagang sudah lanjut usia sehingga mereka tidak perlu 




Banyak keuntungan yang didapatkan PKL setelah pelaksanaan relokasi, 
karena Pemerintah Banjarnegara telah memberikan banyak fasilitas dan 
kemudahan, namun dalam prakteknya kebijakan relokasi PKL ke Pusat 
Kuliner Banjarnegara tersebut belum dapat memberikan hasil secara 
maksimal. Sebagian besar PKL mengalami penurunan pendapatan karena 
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minimnya pembeli, meskipun ada sebagian pedagang yang merasakan 
pendapatannya meningkat. Hal ini dikemukakan pedagang di Pusat Kuliner 
Banjarnegara: 
“Karena relokasi tersebut baru dilaksanakan kurang lebih 1 tahun, jadi 
keadaan disini mungkin belum stabil, memang kalo dilihat dari depan 
keliatan sangat rame, namun kenyataannya  sebagian pendapatan para 
pedagang menurun jauh dibanding berdagang di Alun-alun 
Banjarnegara, bahkan pernah ada beberapa pedagang dalam sehari tidak 
mendapat penghasilan sama sekali karena tidak adanya pembeli. 




Salah satu penyebabnya kuota tempak duduk untuk pengunjung yang 
kurang banyak jika dibanding dengan banyaknya jumlah pedagang yang ada 
di Pusat Kuliner Banjarnegara sehingga berpengaruh terhadap banyaknya 
pembeli kepada pedagang. Karena seringkali terjadi jika tempat duduk 
pengunjung sudah penuh dengan pembeli, maka pengunjung yang baru datang 
akan mengurungkan niatnya untuk singgah di Pusat Kuliner Banjarnegara, 
mereka tidak jadi untuk membeli disana dan akhirnya keluar dari Pusat 
Kuliner Banjarnegara. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh pedagang di Pusat 
Kuliner Banjarnegara: 
“Kalo dibandingkan antara jumlah tempat duduk pengunjung dengan 
banyaknya pedagang yang berjumlah 107 pedagang Pusat Kuliner 
Banjarnegara dirasa kurang. Karena jika sudah datang satu rombongan 
dan membeli makanan di tempat satu pedagang, itu sudah memenuhi 
tempat duduk disekitarnya, sehingga pedagang disekitar itu tidak 
kebagian tempat untuk pembelinya. Apalagi jika malam minggu, rame 
dengan pengunjung sehingga tempat duduk penuh, terkadang banyak 
pengunjung yang membawa makanan dari luar bahkan tidak membeli 
makanan di Pusat Kuliner Banjarnegara, mereka hanya menumpang 
duduk atau nongkrong saja. Hal tersebut dapat mengurangi pendapatan 
pedagang, karena jika kuota tempat duduk pengunjung di Pusat Kuliner 
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Banjarnegara sudah penuh, banyak pembeli yang mengurungkan 
niatnya untuk membeli di Pusat Kuliner Banjarnegara karena tidak ada 
kursi lagi yang kosong, hal tersebut berdampak pada pendapatan para 
pedagang. Selain hal tersebut mungkin karena kondisi di Pusat Kuliner 
belum stabil karena baru dilaksanakan kurang lebih satun tahun jadi 
pendapatannya juga belum stabil”.
25
 
Banyak fasilitas pendukung yang diberikan oleh Pemerintah 
Banjarnegara guna menunjang kegiatan berdagang PKL, hal tersebut 
diharapkan mampu menarik perhatian para pengunjung agar singgah di tempat 
relokasi PKL yaitu Pusat Kuliner Banjarnegara, yang sudah dirancang dengan 
apik, nyaman dan bersih. Namun sebagai upaya lanjutan dan pengembangan 
yang perlu ditingkatkan lagi agar kebijakan tersebut mendapatkan hasil yang 
lebih maksimal dengan penambahan kuota tempat duduk agar pembeli yang 
datang lebih banyak dan tidak lagi kekurangan tempat duduk.  Dengan 
pengembangan tersebut diharapkan akan membantu dalam peningkatan 
pendapatan para PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara.  
Selain kurangnya kuota tempat duduk, PKL di Pusat Kuliner 
Banjarnegara mengaku mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah. 
Sampah yang ada di Pusat Kuliner Banjarnegara memberi pengaruh yang 
besar terhadap lingkungan sekitar Pusat Kuliner Banjarnegara. Banyaknya 
jumlah sampah yang banyak  di tempat pembuangan sampah pada Pusat 
Kuliner Banjarnegara membuat para pedagang mengaku kerepotan dalam 
pengelolaan sampah tersebut, terutama seksi kebersihan di Pusat Kuliner 
Banjarnegara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pedagang di Pusat Kuliner 
Banjarnegara: 
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“Dalam mengelola sampah yang ada di Pusat Kuliner Banjarnegara, 
para pedagang membentuk seksi kebersihan, untuk mengumpulkan 
sampah-sampah yang ada di kios pedagang, untuk dikumpulkan ke bak 
penampungan sampah yang ada di samping Pusat Kuliner 
Banjarnegara. Namun karena jumlah sampah yang sangat banyak jadi 
harus sering dilakukan pembuangan dengan truk sampah. Bahkan sekali 
mengangkut itu sampai 3 truk dan biaya yang dikeluarkan cukup 
banyak. Karena banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam sebulan 
untuk kebutuhan pengangkutan sampah. Terkadang uang dari hasil 
iuran para pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara tidak dapat 




Oleh karena itu dalam penanganan masalah sampah agar lebih 
diperhatikan lagi guna meningkatkan kebersihan di area Pusat Kuliner 
Banjarnegara. Dengan pengembangan-pengembangan tersebut sebagai upaya 
pemerintah Banjarnegara dalam memaksimalkan hasil kebijakan relokasi PKL 
dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara.  
 
C. Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di 
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Mas{laha{h Mursalah 
PKL merupakan salah satu sektor peyangga perekonomian daerah dan 
banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu kebijakan relokasi 
PKL dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin 
hak asasi manusia para PKL. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin 
bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang 
layak.
27
 PKL termasuk dalam kegiatan berdagang atau berwirausaha. 
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Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad yang berbunyi: 
 ِتْسَعُة َأْعَشاِر الِرْزِؽ ِف التَِّجارَةِ 





Dari hadist tersebut Rasulullah mengajarkan bahwa perdagangan 
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Rasulullah belajar 
berdagang sejak kecil, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
diperbolehkannya seseorang untuk berdagang. Oleh karena itu menjadi PKL 
termasuk kegiatan yang halal, asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. 
Dalam islam mengajarkan untuk memperoleh nafkah dengan cara yang halal 
tanpa merugikan orang lain, karena bertujuan agar terciptanya keadilan bagi 
seluruh umat manusia. Sehingga dalam kebijakannya harus dilakukan  melalui 
penatan PKL dengan kebijakan relokasi tanpa harus mengorbankan usaha para 
PKL.  
Untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi PKL di Kabupaten 
Banjarnegara memberi manfaat atau bahkan sebaliknya, peneliti mengaitkan 
kebijakan relokasi PKL dengan mas{laha{h mursalah pandangan Abdul Wahhab 
Khallaf. Mas{laha{h mursalah menurutnya sebagai suatu kemaslahatan yang 
secara hukum tidak ada dalil syara‟ yang menerangkan atau membatalkannya. 
Mas{lah{ah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang 
mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum 
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dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Abdul Wahhab 
Khallaf menerima mas{laha{h mursalah sebagai dalil hukum, karena 
menurutnya apabila pintu tersebut tidak dibuka maka akan terjadi stagnasi 
pembentukan hukum islam, dan hukum islam akan berhenti tidak bisa 
mengikuti perkembangan situasi, kondisi dan lingkungan. Abdul Wahhab 
Khallaf merangkum syarat-syarat mas{laha{h mursalah yang dapat dijadikan 
dasar pembentukan hukum jika memenuhi tiga syarat yaitu kemaslahatan 
harus bersifat hakiki, harus umum, dan tidak bertentangan dengan nas (al-
Quran dan hadis).
29
 Syarat-syarat tersebut digunakan agar dalam menetapkan 
hukum tidak berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Karena dalam 
menetapkan hukum harus bersikap sangat hati-hati agar benar-benar memberi 
kemaslahatan kepada umat dan menghindari kemudaratan. 
Untuk mengidentifikasi kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara maka 
peneliti menghubungkan dengan syarat-syarat mas{laha{h mursalah Abdul 
Wahhab Khallaf yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: 
1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan.  
Dalam hal ini pembentukan hukum pada suatu kasus dapat 
mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan 
bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa 
mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan 
ini bersifat dugaan semata.
30
 Dalam menangani permasalahan PKL 
Pemerintah Banjarnegara melakukan suatu tindakan berupa implementasi 
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kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara yang telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional 
prosedur (SOP) yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 
Kebijakan relokasi PKL bertujuan  agar kebijakan tersebut dapat memberi 
manfaat bagi PKL, masyarakat dan pemerintah sendiri. Dalam hukum 
islam terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa: 
َمِاـ َعَلى الرَّاِعيَِّة َمنُػْوٌط بِاْلَمْصَلَحةِ   َتَصرُُّؼ اأْلِ




Pemerintah Banjarnegara dalam mengambil kebijakan dilakukan 
berdasarkan pertimbangan kebaikan, karena mengambil kebijakan tidak 
boleh satu pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagai 
pertimbangan yang matang. 
Terlaksananya relokasi PKL disini memberikan pengaruh yang 
positif bagi PKL, masyarakat sekitar dan pemerintah. Kesejahteraan yang 
dialami oleh PKL merupakan salah satu dampak yang dirasakan mereka 
setelah adanya relokasi. Kebijakan pemerintah untuk merelokasi PKL 
merupakan langkah tepat karena relokasi disini dilakukan dengan tanpa 
mengorbankan kelangsungan usaha PKL itu sendiri. PKL yang dahulu 
hanya sebagai pedagang pinggir jalan kini berubah menjadi pedagang yang 
memiliki perlindungan hukum atas usaha dan tempat berjualannya. 
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Relokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara untuk 
memberikan kepastian hukum akan kelangsungan usaha, sekaligus 
memberikan rasa aman kepada PKL. Dengan adanya relokasi PKL ke 
Pusat Kuliner Banjarnegara, terdapat beberapa fasilitas ditempat tersebut, 
seperti adanya kios untuk tempat berjualan pedagang, penerangan, seksi 
keamanan untuk mengamankan dagangan pedagang, serta adanya seksi 
kebersihan untuk tetap menjaga kebersihan Pusat Kuliner Banjarnegara. 
Karena itulah, pedagang merasa lebih aman, nyaman, bersih, terang dan 
memudahkan kegiatan berdagang saat sesudah relokasi. Seperti yang 
katakan oleh pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara yaitu: 
“Setelah dilaksanakan relokasi ke Pusat Kuliner Banjarnegara, 
merasa lebih nyaman karena didalam gedung dan dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas, seperti tempat duduk, tempat cuci tangan, toilet, 
mushola, panggung tempat hiburan, kadang juga ada pertunjukan 
musik atau hiburan di Pusat Kuliner Banjarnegara sebelum adanya 
Covid-19, sehingga banyak pengunjung yang tertarik untuk datang 
ke Pusat Kuliner Banjarnegara”.
32
 
Selain itu dengan diadakan relokasi  solidaritas pedagang menjadi 
semakin erat, karena setelah direlokasi PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara 
PKL membuat sebuah perkumpulan yang dinamai Paguyuban Kuliner. Hal 
ini dikemukakan oleh pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara: 
“Semenjak berada di Pusat Kuliner Banjarnegara, para PKL disana 
dibentuk sebuah perkumpulan yang dinamai Paguyuban Kuliner. 
Karena adanya hal tersebut hubungan antar sesama pedagang 
terjalin lebih erat. Salah satu contohnya dengan diadakan jumat 
sedekah yang ambil dari uang kas pedagang, jumat sedekah 
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Di lihat dari segi keindahan lingkungan kebijakan relokasi tersebut 
sangat menguntungkan. Lingkungan semakin indah, bersih dan membuat 
nyaman khususnya masyarakat Banjarnegara. Pemilihan tempat yang tepat 
seperti relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner 
Banjarnegara, dimanfaatkan sebagai tujuan wisata kuliner di Banjarnegara 
dan sementara di kawasan Alun-alun Banjarnegara dijadikan sebagai pusat 
kota yang semestinya dengan indah, bersih dan membuat nyaman. Karena 
pasca relokasi Alun-alun tersebut langsung dilakukan pembersihan dan 
perbaikan di beberapa titik. Keadaan Alun-alun Banjarnegara bekas tempat 
berdagang PKL menjadi lebih tertata rapi dan bersih. Arus lalu lintas di 
sekitar Alun-alun Banjarnegara menjadi lancar dan tidak mengalami 
kemacetan seperti sebelumnya. Selain itu jika lingkungan bersih maka 
akan mendukung kota Banjarnegara dalam meraih penghargaan Adipura 




Dengan kebijakan relokasi, pemerintah tidak hanya dapat 
mewujudkan tata kota yang indah, bersih, dan nyaman namun juga dapat 
memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah. 
Apalagi jika pengelolaan Pusat Kuliner di Banjarnegara lebih 
dimaksimalkan akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi kepada 
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para PKL dan umumnya masyarakat yang menggunakan jasa mereka 
karena harganya lebih terjangkau. Bagi Masyarakat dengan keberadaan 
PKL memudahkan untuk mengakses makanan yang mereka inginkan 
tinggal memilih apa yang diinginkan karena para pedagang digabung 
menjadi satu lokasi di Pusat kuliner Banjarnegara, serta dapat dijadikan 
sebagai tempat untuk melepas penat sekaligus berkuliner.  
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi.  
Syarat ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pembentukan 
hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas 
umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk 
kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh 
disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau 
pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. 
Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi 
umat manusia.
35
 Penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah 
Banjarnegara melalui kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara 
ke Pusat Kuliner Banjarnegara dengan memperhatikan kepentingan PKL, 
masyarakat dan pemerintah. Kebijakan relokasi dilakukan untuk menjaga 
ketertiban, kebersihan dan keindahan, serta hal tersebut juga telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Sebagaimana kaidah fiqih siyasah yang berhubungan dengan hal 
tersebut yaitu: 
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   اَْلَمْصَلَحُو اَْلَعامَُّو ُمَقدََّمٌة َعَلي اَْلَمْصَلَحِة َاْْلَاصِّةِ 




Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu 
mementingkan kemaslahatan umat yang banyak daripada hanya beberapa 
golongan saja. Pemimpin dalam mengambil suatu keputusan harus lebih 
mendahulukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan 
kehidupan. Keputusan pemerintah Banjarnegara untuk merelokasi PKL 
bukan hanya didasari kepentingan sepihak saja, pemerintah wajib menjaga 
kebersihan, ketertiban, keamanan serta menjaga tata ruang kota, sesuai 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.  
3. Tidak bertentangan dengan nas (al-Quran dan hadits). 
Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak 
bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau 
ijma‟.
37
 Mas{laha{h mursalah tidak terlepas sama sekali dari dalil syara‟ 
bahkan tetap sejalan dengan pesan syariat. Karena itu, konsep mas{laha{h 
mursalah ini dapat dikembangkan di masa sekarang selama kebutuhan itu 
sangat mendesak untuk kepentingan umum, misalnya relokasi PKL yang 
dilakukan pemerintah Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 
dengan kewenangannya melakukan relokasi untuk memberi perlindungan 
hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban 
umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah 
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yang aman bersih dan tertib. Hal ini sejalan dengan ajaran islam yang 
mengajarkan para umatnya untuk menjaga kebersihan.  
Dari syarat-syarat mas{laha{h mursalah yang dijadikan sebagai dasar 
penetapan hukum oleh Abdul Wahhab Khallaf, dalam implementasi kebijakan 
relokasi PKL di Banjarnegara menurut peneliti sudah memenuhi syarat-syarat 
yang dijadikan sebagai penetapan hukum. Kebijakan relokasi PKL di 
Banjarnegara memang memberi kemaslahatan dan bukan hanya dugaan 
semata. Kemudian kebijakan relokasi tersebut dilaksanakan bukan hanya 
kepentingan sepihak saja melainkan berbagai pertimbangan demi kebaikan 
bersama yaitu PKL, masyarakat serta Pemerintah Banjarnegara. Terakhir 
bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL, tidak bertentangan dengan 
hukum atau prinsip yang berdasarkan nas (al-Qur‟an dan Hadis), karena 
sejalan dengan ketentuan dan syariat islam yang mengajarkan umatnya untuk 
menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan.  
Walaupun kebijakan relokasi PKL tidak ada nas yang menerangkan 
atau membatalkan kebijakan tersebut. Namun kebijakan tersebut mempunyai 
tujuan yang telah tercapai yaitu memberi perlindungan hukum kepada PKL, 
pembinaan  PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan 
keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib. 
Dalam islam mengajarkan umatnya untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan 
keindahan. Tujuan tersebut ada dalam nas yang menerangkannya sehingga 





didukung oleh syara‟. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar 
bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.  
Beberapa nas (al-Quran dan Hadis) yang menerangkan tentang 
kebersihan dan keindahan yaitu dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 222 
yang bunyinya: 
 ِبنْيَ َكَيُِبُّ اَْلُمَتَطهِّرِْينَ اّف اهلل َيُِبُّ التػَّوَّ ِإ
“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.  
Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang 
yang mau kembali kepada-Nya dengan bertaubat, tidak terus-menerus 
melakukan perbuatan maksiat, serta Allah SWT juga sangat menyukai semua 
orang yang membersihkan diri dari segala kotoran. 
Selain ayat di atas  terdapat pula sebuah hadis yang menjelaskan bahwa 
sangatlah penting bagi umat manusia untuk menjaga kebersihan. karena 
menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Hadis tersebut berbunyi: 
َعْن َأِب َماِلٍك اِلَاِرِث ْبِن َعاِصٍم اأَلْشَعرِيِّ َرِضَي اهلُل َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ 
ِف  َعَلْيِو َكَسلََّم الطُُّهوُر َشْطُر اإِلْْيَاِف، َكاَِلْمُد هلِل ََتْؤُل املِيػَْزاَف، َكُسْبَحاَف اهلِل كاَِلْمُد هلِل ََتْآل
َما بَػنْيَ السََّماِء َكاأَلْرِض، َكالصَّلُة نُوٌر، كالصََّدَقُة بُػْرَىاٌف، َكالصَّبػُْر ِضَياٌء، َكالُقْرآُف  َأك ََتْؤلُ 
 ُمْسِلمٌ  ُحجٌَّة َلَك َأْك َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس يَػْغُدك فَػَباِئٌع نَػْفَسُو َفُمْعِتُقَها َأكُمْوِبُقَهاَرَكاهُ 
“Dari Abu Malik Al-Harits bin „Ashim Al-Asy‟ari R.A, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda: “Bersuci itu sebagian dari iman, ucapan 
alhamdulillah (segala puji bagi Allah) itu memenuhi timbangan. 
Ucapan subhanallah (Mahasuci Allah) dan alhamdulillah (segala puji 
bagi Allah), keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Shalat adalah 
cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, al-Quran 
adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap 









Selain itu sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi: 
 َيُِبُّ  َكقَّاٍص َعْن أَبِْيِو َعْن النَِّبِّ : ِإفَّ اهلَل طَيٌِّب َيُِبُّ الطَّيَِّب َنِظْيفٌ  َعْن َسْعِد ْبِن َاِبْ 
 )ركاه الرتمذي( َكِرْْيٌ َيُِبُّ اْلَكَرـَ َجَواٌد َيُِبُّ اجْلُوَد فَػَنظُِّفْوا أَْفِنَيَتُكمْ النَّظَاَفَة  
“Diriwayatkan dari Sa‟ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah 
SAW: “sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang 
suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia 
yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, 
karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”.ْ(HR. Tirmizi)
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Hadis ini menerangkan bahwa kebersihan, keindahan dan ketertiban 
dalam islam itu sangat penting. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang 
mengajarkan para umatnya untuk menjaga kebersihan, keindahan dan 
ketertiban.  
Para ulama ushu{l fiqh sepakat mengatakan bahwa mas{laha{h 
mu‟tabarah dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum islam. 
Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiya>s. Adapun terhadap 
kehujahan mas{laha{h mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya 
sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara‟, dengan beberapa 
penerapan dan penempatan syaratnya yang dijadikan hujah. Jadi menurut 
peneliti kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara dalam pembentukan dan 
penerapan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syarat berhujah 
dengan mas{laha{h mursalah karena memenuhi persyaratan pembentukan 
hukumnya. Kemudian dalam kebijakan tersebut mempunyai tujuan untuk 
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menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan. Tujuan tersebut terdapat dalam 
nas sehingga dapat dikatakan sebagai mas{laha{h mu‟tabaroh.  
Implementasi kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara 
terbukti memberi kemaslahatan karena banyak manfaat yang didapat terutama 
bagi PKL, masyarakat dan juga pemerintah, sesuai dengan tujuan yang 
terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yaitu memberi perlindungan 
hukum kepada PKL,  pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban 
umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang 
aman bersih dan tertib, serta kebijakan relokasi PKL tersebut telah memenuhi 
syarat-syarat mas{laha{h mursalah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan 
hukum dan tujuan kebijakan relokasi tersebut ada dalam nas sehingga dapat 
dikatakan sebagai mas{laha{h  mu‟tabarah yang dapat dijadikan hujah  dalam           







A. Simpulan  
Implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke 
Pusat Kuliner Banjarnegara, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu 
pendataan, sosialisasi, penertiban, penataan dan pembinaan PKL yang 
didasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada dalam Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima. Dalam implementasinya, kebijakan relokasi PKL mampu 
mengembalikan Alun-alun kota Banjarnegara  sesuai fungsinya, sehingga 
terlihat lebih tertata, bersih dan dapat digunakan sebagai ruang publik 
sebagaimana mestinya.  
Kemudian, implementasi kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara dapat 
dikatakan berhasil memberi kemaslahatan terutama pada PKL karena banyak 
manfaat yang didapat setelah relokasi PKL dilaksanakan. Hal tersebut sudah 
memenuhi syarat pembentukan hukum sesuai dengan prinsip mas{laha{h 
mursalah Abdul Wahhab Khallaf, karena kebijakan tersebut memang benar 
memberi kemaslahatan dan bukan hanya dugaan semata. Kebijakan relokasi 
PKL di Banjarnegara dilaksanakan bukan hanya kepentingan sepihak saja 
melainkan berbagai pertimbangan demi kebaikan bersama. yaitu PKL, 
masyarakat serta Pemerintah Banjarnegara. Kemudian implementasi kebijakan 




sejalan dengan ketentuan dan syariat islam yang mengajarkan umatnya untuk 
menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan. Hal tersebut juga terdapat 
dalam nas (al-Qur‟an dan Hadis) sehingga tujuan kebijakan tersebut sesuai 
dengan pembentukan hukum mas{laha{h mu‟tabarah. 
 
B. Saran 
Kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Banjarnegara 
dinilai sudah sangat bagus, namun diperlukan lagi upaya-upaya lanjutan dalam 
mengembangkan Pusat Kuliner Banjarnegara sehingga mendapatkan hasil 
yang lebih maksimal. Implementasi kebijakan relokasi PKL belum 
sepenuhnya menjamin peningkatan pendapatan PKL. Hal ini terbukti dari 
bervariasinya tingkat pendapatan para PKL setelah pelaksanaan relokasi. 
Beberapa PKL memang mengalami peningkatan pendapatan namun sebagian 
besar banyak PKL yang mengalami penurunan pendapatan. Para PKL yang 
mengalami penurunan pendapatan mungkin karena kondisi belum stabil, 
namun fasilitas kuota tempat duduk pengunjung yang yang tidak sebanding 
dengan jumlah PKL yang ada juga berpengaruh pada pendapatan PKL, 
sehingga pembeli mengalami kesulitan mencari tempat duduk jika keadaan 
sedang rame. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat menambah kuota 
tempat duduk pengunjung guna meningkatkan pendapatan  PKL yang ada di 
Banjarnegara. Selain itu, PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara mengaku 
mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah. Sehingga diharapkan 




di Pusat Kuliner Banjarnegara. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar 
memaksimalkan hasil implementasi kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara. 
Bagi PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara, diharapkan agar dapat bekerja 
sama dengan pemerintah yaitu dengan memahami serta mengikuti peraturan 
yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama. Bagi masyarakat agar 
membantu PKL dan Pemerintah dalam memajukan Pusat Kuliner 
Banjarnegara sebagai destinasi wisata kuliner yang dikunjungi, serta lebih 
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